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KATA PENGANTAR 
 
 
Ekspektasi terhadap keberlanjutan berkembang dengan cepat, dipengaruhi oleh standar global, 
perkembangan regulasi, serta meningkatnya tuntutan transparansi dari lembaga keuangan dan 
pasar modal. Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Sekretariat RSPO telah menyusun dokumen 
panduan ini dengan dukungan PwC Malaysia untuk mengilustrasikan bagaimana Prinsip & 
Kriteria (P&C) RSPO dapat dimanfaatkan guna mendukung keselarasan dengan IFRS S1 dan IFRS 
S2. Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh PwC Indonesia. 
 
 Kami memahami bahwa anggota RSPO menghadapi beragam persyaratan pelaporan 
keberlanjutan yang dipengaruhi oleh perbedaan yurisdiksi dan kebutuhan investor. Panduan ini 
disusun untuk memberikan nilai tambah dengan menunjukkan bagaimana bukti sertifikasi RSPO 
yang telah tersedia dapat dimanfaatkan guna menyederhanakan pelaporan, meningkatkan 
kredibilitas, serta mengurangi duplikasi, tanpa menimbulkan kewajiban tambahan. 
 
Keberlanjutan pada hakikatnya merupakan bagian dari manajemen risiko sekaligus sarana 
pencapaian keunggulan operasional. Dengan mengaitkan bukti RSPO P&C dengan IFRS SDS, 
dokumen ini menekankan bagaimana praktik keberlanjutan dapat diterjemahkan menjadi 
resiliensi finansial. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung anggota RSPO dalam 
memenuhi ekspektasi pengungkapan yang terus berkembang, sekaligus menyediakan informasi 
yang lebih transparan dan dapat diperbandingkan bagi lembaga keuangan serta pasar modal 
dalam rangka uji tuntas dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. 
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anita Neville, Foong Yuh Chien, 
Kamal Seth, dan Olivier Tichit atas masukan berharga yang diberikan selama proses 
pengembangan panduan ini. Wawasan mereka berperan penting dalam memperkuat kejelasan, 
kegunaan, serta relevansi dokumen ini, sehingga dapat menjadi sumber rujukan yang praktis 
bagi anggota RSPO dan para pemangku kepentingan. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (International Sustainability Standards Board -  ISSB) 
menerbitkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS® (IFRS Sustainability Disclosure Standards- IFRS 
SDS) sebagai dasar global untuk pengungkapan informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan keuangan. 
IFRS S1 Persyaratan Umum untuk Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan menetapkan 
serangkaian persyaratan yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan mengomunikasikan risiko dan 
peluang terkait keberlanjutan (Sustainability-related risks and opportunities - SRRO) yang secara wajar 
dapat diperkirakan memengaruhi prospek mereka—khususnya arus kas, akses ke pembiayaan, atau biaya 
modal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. IFRS S2 Pengungkapan Terkait Iklim, sebagai 
standar tematik pertama, menetapkan persyaratan pengungkapan untuk risiko dan peluang terkait iklim. 
Seiring dengan langkah berbagai yurisdiksi di seluruh dunia bergerak untuk mewajibkan penerapan 
standar ini, organisasi menghadapi perubahan mendasar dalam cara mereka mengkomunikasikan 
informasi terkait keberlanjutan kepada pemangku kepentingan. 
 
Bagi industri minyak sawit, perkembangan ini menghadirkan baik tantangan maupun peluang. Sebagai 
sektor yang terpapar berbagai risiko terkait keberlanjutan, perusahaan minyak sawit harus menavigasi 
ekspektasi pengungkapan yang kompleks, sekaligus menunjukkan kemajuan dalam komitmen 
keberlanjutan. Sertifikasi Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO P&C) 
memposisikan perusahaan untuk memenuhi persyaratan yang terus berkembang tersebut.   
 
Dokumen ini mengkaji bagaimana RSPO P&C dapat mendukung pelaporan berdasarkan IFRS SDS, serta 
ditujukan bagi anggota RSPO yang sedang dalam proses sertifikasi maupun yang telah disertifikasi di 
bawah standar RSPO P&C. Dokumen ini menguraikan pendekatan empat langkah: i) menentukan cakupan 
penerapan pelaporan, ii) menetapkan batas pelaporan, iii) mengidentifikasi SRRO, dan iv) menyusun 
pengungkapan secara koheren.  Topik Prinsip dan Kriteria RSPO menggambarkan isu-isu keberlanjutan 
yang dapat dipertimbangkan saat mengidentifikasi SRRO, sementara bukti indikator menunjukkan 
bagaimana isu-isu keberlanjutan tersebut dikelola serta apa yang diukur. Hal ini mendukung 
pengungkapan terkait Manajemen Risiko serta Metrik dan Target untuk SRRO yang telah diidentifikasi. 
Tujuh contoh ilustratif turut disajikan untuk menunjukkan cara menyusun pengungkapan yang selaras 
dengan IFRS SDS di tujuh area topik Prinsip.  
 
Yang terpenting, dokumen ini tidak memperkenalkan kewajiban baru, melainkan menunjukkan bagaimana 
bukti sertifikasi RSPO yang telah ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan pelaporan 
keberlanjutan.  Seiring dengan ekspektasi terhadap pelaporan keberlanjutan yang terus berkembang, 
pendekatan terintegrasi ini memberikan landasan praktis bagi anggota RSPO untuk mengelola dan 
menyajikan informasi keuangan terkait keberlanjutan secara lebih konsisten dan efektif. Pendekatan ini 
juga memungkinkan lembaga keuangan untuk mengakses pengungkapan yang lebih sebanding untuk 
manajemen risiko di seluruh eksposur sektor minyak sawit. 
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1. Pendahuluan 
 
1.1 Gambaran umum lanskap pelaporan keberlanjutan serta relevansinya bagi sektor 
minyak sawit 
 
Pada bulan Juni 2023, Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (International Sustainability Standards 
Board - ISSB) menerbitkan standar keberlanjutan pertamanya, yaitu IFRS S1 Persyaratan Umum untuk 
Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan (IFRS S1 General Requirements for 
Disclosure of Sustainability-related Financial Information - IFRS S1) dan IFRS S2 Pengungkapan 
Terkait Iklim (IFRS S2 Climate-related Disclosures - IFRS S2), yang secara kolektif disebut sebagai 
Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS (IFRS Sustainability Disclosure Standards -  IFRS SDS).  
  
IFRS SDS menetapkan dasar global bagi pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pasar modal1. IFRS S1 menetapkan persyaratan umum 
untuk mengungkapkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan (SRRO) yang secara wajar dapat 
diperkirakan memengaruhi prospek suatu entitas, sementara IFRS S2 menetapkan persyaratan 
pengungkapan untuk risiko dan peluang terkait iklim. Secara bersama-sama, standar ini menyediakan 
kerangka pelaporan untuk pengungkapan keberlanjutan yang memungkinkan investor, pemberi pinjaman, 
dan kreditor lainnya menilai bagaimana SRRO dapat memengaruhi arus kas, akses terhadap pendanaan, 
serta biaya modal suatu entitas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 
 
Bagi sektor minyak sawit, perkembangan ini memiliki signifikansi tersendiri. Lembaga keuangan semakin 
menuntut pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, sementara pasar utama bergerak 
menuju penerapan wajib standar pengungkapan internasional. Upaya penyelarasan sejak dini terhadap 
standar global dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat kredibilitas pasar. 
 
Bagi anggota RSPO, standar ini memperkenalkan ruang lingkup baru dalam pelaporan dan pengungkapan, 
namun tetap dibangun di atas kerangka keberlanjutan yang telah dikenal dan terintegrasi dalam 
sertifikasi Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO P&C). Dalam menyiapkan pelaporan IFRS SDS, anggota 
RSPO dapat memanfaatkan bukti sertifikasi yang telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan 
informasi para investor. 
 
1.2 Tujuan dokumen 
 
Dokumen ini mengilustrasikan bagaimana Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO P&C), beserta sistem 
kepatuhan, prosedur operasional, dan kerangka data terkait, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 
sebagian persyaratan pengungkapan dalam IFRS SDS. 
 
Bagi anggota RSPO yang telah tersertifikasi RSPO P&C dan sedang mempersiapkan pengungkapan 
informasi keuangan terkait keberlanjutan sesuai IFRS SDS (selanjutnya disebut sebagai pelapor dalam 
dokumen ini), dokumen ini menyediakan: 
 
1. Pendekatan praktis untuk memanfaatkan standar RSPO P&C dalam memenuhi persyaratan 

pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2. 
 

2. Tujuh contoh ilustratif pengungkapan SRRO yang menunjukkan bagaimana penerapan RSPO P&C 
dapat mendukung pemenuhan persyaratan pelaporan IFRS SDS. 

 
3. Daftar klasifikasi Indikator RSPO P&C untuk memandu pelapor dalam mengidentifikasi informasi yang 

telah didokumentasikan dan tersedia untuk publik, tersedia atas permintaan, atau didokumentasikan 
secara internal. 

 
1 Project Summary – IFRS Sustainability Disclosure Standards  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/project-summary.pdf
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Hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat membaca dan menggunakan dokumen ini: 

• Dokumen ini harus dibaca bersama dengan Standar RSPO P&C 2024 (diadopsi pada November 
2024), serta IFRS S1 dan IFRS S2 (diterbitkan pada Juni 2023). Dokumen ini tidak dimaksudkan 
untuk digunakan secara terpisah untuk memenuhi persyaratan pengungkapan IFRS SDS.  

• Contoh yang disajikan bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan sebagai templat yang lengkap 
atau komprehensif.  

• Pelapor IFRS SDS perlu mempertimbangkan jadwal adopsi di masing-masing yurisdiksi, 
persyaratan pengungkapan tambahan, serta ketentuan keringanan transisi yang berlaku saat 
pertama kali menerapkan IFRS SDS. 
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1.3 Relevansi bagi lembaga keuangan 
 
Meskipun dokumen ini berlandaskan pada standar Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO P&C) dan 
dikembangkan untuk anggota RSPO yang tersertifikasi RSPO P&C, dokumen ini juga dirancang untuk 
mendukung lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan, investasi, atau penjaminan di sepanjang 
rantai nilai minyak sawit. Investor global memandang RSPO P&C sebagai tolok ukur yang kredibel untuk 
praktik minyak sawit yang bertanggung jawab. Menghubungkan RSPO P&C dengan IFRS SDS memberikan 
visibilitas yang lebih jelas mengenai bagaimana isu keberlanjutan di sektor minyak sawit diterjemahkan 
menjadi risiko dan peluang keuangan. 
 
Bagi lembaga keuangan, kesenjangan dalam pelaporan keberlanjutan dapat meningkatkan eksposur 
terhadap risiko kredit, pasar, dan reputasi. Isu-isu seperti deforestasi, pembukaan lahan gambut, 
kebakaran, perselisihan tenaga kerja, dan keterbatasan ketertelusuran dapat memengaruhi akses pasar, 
stabilitas operasional, serta pengelolaan arus kas nasabah, yang pada akhirnya meningkatkan eksposur 
terhadap risiko keuangan. 
 
Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh AidEnvironment (2021)2, menyoroti skala dan kompleksitas 
pembiayaan sektor minyak sawit dari sisi eksposur material, cakupan kebijakan, dan pengungkapan. Pada 
periode 2016 hingga 2020, 15 lembaga keuangan besar di Asia Tenggara menyediakan kredit baru sebesar 
USD 13,6 miliar serta penjaminan sebesar USD 2,1 miliar kepada pelaku industri minyak sawit di kawasan 
tersebut, yang mencakup sekitar 47% dari total pembiayaan global sektor ini. Pada saat itu, cakupan 
kebijakan keberlanjutan untuk pembiayaan minyak sawit masih belum konsisten, dan banyak bank besar di 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura belum mengukur atau mengungkapkan indikator keberlanjutan sektor 
minyak sawit pada tingkat portofolio. Akibatnya, tingkat eksposur risiko secara keseluruhan terhadap 
klien yang dibiayai belum sepenuhnya terlihat secara jelas. 

 
Sejak saat itu, lembaga keuangan telah memperkuat kebijakan keberlanjutan, memperluas integrasi ESG, 
dan mulai menyelaraskan praktik pelaporan dengan standar pengungkapan global. Perkembangan ini 
telah meningkatkan transparansi pada tingkat portofolio serta memperkuat keterlibatan dengan klien. 
 
Standar RSPO P&C menyediakan kerangka kerja sektoral yang terstruktur bagi lembaga keuangan untuk 
menilai risiko dan kinerja keberlanjutan dalam industri minyak sawit. Ketika dikaitkan dengan IFRS SDS, 
kedua standar ini membantu lembaga keuangan menghubungkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan 
dengan dampak keuangan. Penyelarasan ini memungkinkan terbentuknya profil risiko yang lebih jelas 
serta keterlibatan yang lebih terarah dengan klien, sehingga mendukung pembiayaan yang bertanggung 
jawab.  
 

 
 
 
 
 

 
2 Banking on Palm Oil in Southeast Asia oleh AidEnvironment 

Bagi lembaga keuangan, memahami keterkaitan antara RSPO P&C dan IFRS SDS dapat meningkatkan 
keterbandingan informasi klien di sektor minyak sawit serta memperkuat manajemen risiko atas 
eksposur mereka terhadap sektor tersebut. 

https://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Banking-on-Palm-Oil-in-SEA_7.12.21.pdf
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1.4 Menjembatani RSPO P&C dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS (IFRS SDS) 
 
Kepatuhan terhadap RSPO P&C3 memiliki tujuan yang berbeda dengan pelaporan berdasarkan IFRS SDS. 
RSPO P&C merupakan standar berbasis kinerja yang digunakan dalam proses sertifikasi untuk menilai 
produksi minyak sawit berkelanjutan pada tingkat Unit Sertifikasi (Unit of Certification – UoC), sedangkan 
IFRS SDS berfokus pada risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek 
keuangan suatu perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.    
 
Karena sertifikasi RSPO P&C diberikan  pada tingkat UoC, yaitu pabrik  beserta basis pasok terkaitnya, dan 
bukan pada tingkat  kelompok perusahaan, bukti yang dihasilkan melalui penerapan  RSPO P&C 
mencerminkan kondisi dan kinerja UoC bersertifikat yang relevan. Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO 
P&C menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau 
risiko terkait keberlanjutan, serta menghasilkan bukti dan informasi yang dapat mendukung pelaporan 
IFRS SDS. 
 
 Standar RSPO P&C disusun berdasarkan Prinsip, Kriteria, dan Indikator.   
 

• Prinsip: Tujuan keberlanjutan tingkat tinggi yang menjadi landasan standar, yang didukung oleh 
Kriteria dan Indikator. 

• Kriteria: Kondisi atau hasil spesifik yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu Prinsip. 
• Indikator: Ukuran yang dapat dinilai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap suatu Kriteria, 

berdasarkan penilaian objektif maupun subjektif. 
 
Dalam dokumen ini, Prinsip dan Kriteria RSPO dirujuk sebagai topik, yang merepresentasikan isu-isu 
utama keberlanjutan dalam sektor minyak sawit, seperti etika bisnis, kepatuhan hukum, dan perlindungan 
lingkungan. Tindakan dan hasil yang dapat diaudit sebagaimana tercakup dalam Indikator RSPO dirujuk 
sebagai bukti, yang mencakup baik mekanisme yang digunakan untuk memastikan kepatuhan (misalnya 
kebijakan, sistem, dan prosedur) maupun hasil operasional yang menunjukkan pencapaian outcome yang 
diharapkan (misalnya catatan ketertelusuran, log pelatihan, dan tingkat kecelakaan kerja yang 
mengakibatkan kehilangan waktu kerja). 
 
Dalam menghubungkan bukti Indikator RSPO dengan pengungkapan IFRS SDS, penting untuk dicatat 
bahwa IFRS SDS hanya berfokus pada SRRO yang secara wajar dapat memengaruhi posisi atau kinerja 
keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bukti Indikator RSPO dapat digunakan untuk mendukung 
pengungkapan IFRS SDS sejauh relevan dengan SRRO yang telah diidentifikasi dan memenuhi persyaratan 
IFRS SDS.  
 
Pengungkapan IFRS SDS harus disusun sesuai dengan dasar konseptual dan persyaratan umum yang 
ditetapkan dalam IFRS S1, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan, disajikan secara 
wajar, serta terhubung dengan pelaporan keuangan entitas. Oleh karena itu, pelapor perlu merujuk 
langsung ke IFRS S1 dan IFRS S2 untuk memahami persyaratan secara lengkap. 
 
Secara keseluruhan, pelaporan keberlanjutan yang efektif dapat dicapai dengan memanfaatkan peran 
komplementer antara IFRS SDS dan RSPO P&C: 
 

• IFRS SDS menyediakan dasar untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan 
iklim, yang disajikan bersama dengan laporan keuangan entitas. 

• RSPO P&C menyediakan standar untuk sertifikasi produksi minyak sawit berkelanjutan serta 
panduan praktik operasional yang bertanggung jawab.  

 
Dengan demikian, dokumen ini mengkaji bagaimana topik dalam Prinsip dan Kriteria RSPO, serta bukti 
dari Indikator, dapat dimanfaatkan dalam penyusunan pengungkapan informasi keuangan terkait 
keberlanjutan yang selaras dengan IFRS SDS.  
 
Apabila terdapat bagian teks yang menyoroti hal-hal yang secara khusus relevan bagi pelapor RSPO, 
simbol di bawah ini akan digunakan sebagai penanda untuk diperhatikan.  

 
— Pertimbangan bagi pelapor RSPO

 
3  RSPO P&C 2024 untuk Budi Daya Sawit Berkelanjutan serta Produksi Minyak Sawit dan Produk Sawit Berkelanjutan 

https://rspo.org/wp-content/uploads/IND-2024-RSPO-Principles-and-Criteria-%E2%80%93-Version-4.2-updated.pdf
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2. Gambaran umum tentang adopsi global dan 
persyaratan IFRS SDS 
 
 
2.1 Tanggal efektif dan masa transisi 
 
IFRS S1 dan IFRS S2 berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 
1 Januari 20244. Penerapan secara wajib bergantung pada proses pengesahan di masing-masing 
yurisdiksi, meskipun entitas juga dapat menerapkan standar tersebut secara sukarela. Pernyataan 
kepatuhan hanya dapat dibuat apabila seluruh persyaratan yang relevan telah diterapkan secara penuh 
(kecuali dalam hal terdapat larangan hukum tertentu yang menghalangi pengungkapan, yang dalam hal ini 
harus dijelaskan secara memadai) [IFRS S1.72-73]. 
 
2.1.1 Pemetaan adopsi global IFRS SDS5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopsi IFRS SDS berkembang pesat secara global. Lebih dari 30 yurisdiksi (lihat peta di atas), yang 
merepresentasikan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) global6, telah mengadopsi atau sedang 
dalam tahap finalisasi adopsi IFRS SDS ke dalam kerangka pelaporan masing-masing. Beberapa regulator 
telah mewajibkan penerapan penuh IFRS S1 dan IFRS S2, sementara yang lain mengambil pendekatan 
climate-first, di mana entitas pada tahun pertama pelaporan IFRS SDS hanya mengungkapkan informasi 
terkait iklim sesuai dengan IFRS S2 dan menerapkan IFRS S1 sejauh berkaitan dengan aspek iklim. Di 
beberapa pasar, periode transisi yang lebih panjang telah diperkenalkan untuk mempermudah kepatuhan 
serta memberikan waktu bagi perusahaan untuk membangun kapabilitas pelaporan. Ketentuan 
keringanan transisi dan penerapan praktisnya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. 
 
Perbedaan pendekatan ini mencerminkan pertimbangan global yang lebih luas, termasuk kebutuhan 
untuk menyelaraskan IFRS SDS dengan kerangka nasional yang telah ada, memastikan interoperabilitas 
dengan regulasi keberlanjutan lainnya, serta mengatasi keterbatasan kapasitas yang dihadapi oleh 
pelapor.   
 

 
4 Tanggal efektif dan keringanan transisi berdasarkan IFRS S1 [IFRS S1.E1-6] dan IFRS S2 [IFRS S2.C1-5] 
5 Berdasarkan  IFRS SDS Jurisdictional Profiles and Snapshots(diperbarui Juni 2025) 
6  ISSB Chair Emmanuel Faber and ISSB Vice-Chair Sue Lloyd discuss recent developments from the ISSB(Podcast ISSB 
Februari 2025)  

Rencana adopsi IFRS SDS yang telah difinalisasi  Rencana adopsi IFRS SDS yang sedang dalam proses 

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf?bypass=on
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s2-climate-related-disclosures.pdf?bypass=on
https://www.ifrs.org/ifrs-sustainability-disclosure-standards-around-the-world/use-by-jurisdiction/
https://www.youtube.com/watch?v=V4npqwQzOeE
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Tabel 2.1.2 menunjukkan adopsi bertahap IFRS SDS di tiga yurisdiksi produsen minyak sawit terbesar7 
termasuk Singapura sebagai pusat agribisnis utama, beserta tanggal efektif dan jalur regulasi yang 
memandu proses transisi tersebut. 
  
Tabel 2.1.2 Gambaran umum jadwal adopsi IFRS S1 dan IFRS S2 di berbagai wilayah utama 
produsen minyak sawit8 
 
 
 

Yurisdiksi Entitas dalam cakupan Fase pertama iklim IFRS S1 & IFRS 
S2 Lengkap 

 

Malaysia 

Kelompok 1: Emiten Pasar Utama dengan 
kapitalisasi pasar ≥ RM2 miliar TAHUN 2025 TAHUN FISKAL 

2027 

Kelompok 2: Emiten Pasar Utama lainnya TAHUN FISKAL 
2026 

TAHUN FISKAL 
2028 

Kelompok 3: Emiten Pasar ACE & 
perusahaan tidak terdaftar dengan 
pendapatan ≥ RM2 miliar 

TAHUN FISKAL 
2027 

TAHUN FISKAL 
2030 

 

Singapura 

Straits Times Index (STI) (terdaftar) 

TAHUN FISKAL 
2025 

(Ruang Lingkup 1 
dan 2 GRK) 

 
TAHUN FISKAL 

2026  
(Ruang Lingkup 3 

GRK) 

TAHUN FISKAL 
2025 

Non-STI (terdaftar) dengan kapitalisasi pasar 
≥ SGD 1 miliar 

TAHUN 2025 
(Ruang Lingkup 1 

dan 2 GRK) 
 

Sukarela  
(Ruang Lingkup 3 

GRK) 

TAHUN FISKAL 
2028 

Non-STI (terdaftar) dengan kapitalisasi pasar 
< SGD 1 miliar 

TAHUN 2025 
(Ruang Lingkup 1 

dan 2 GRK) 
 

Sukarela  
(Ruang lingkup 3 

GRK 

TAHUN FISKAL 
2030 

Perusahaan besar yang tidak terdaftar 
dengan pendapatan tahunan ≥ SGD 1 miliar 
dan total aset ≥ SGD 500 juta 

TAHUN FISKAL 
2030 

(Ruang Lingkup 1 
dan 2 GRK) 

 
Sukarela  

(Ruang Lingkup 3 
GRK) 

TAHUN FISKAL 
2030 

 
7 Negara Penghasil Minyak Sawit Teratas – Dinas Pertanian Luar Negeri AS  
8 Berdasarkan IFRS SDS Jurisdictional Profiles and Snapshots (diperbarui Juni 2025) 

Status yurisdiksi: Sedang dalam konsultasi  Telah difinalisasi 

http://fas.usda.gov/data/production/4243000
https://www.ifrs.org/ifrs-sustainability-disclosure-standards-around-the-world/use-by-jurisdiction/
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Yurisdiksi Entitas dalam cakupan Fase pertama iklim IFRS S1 & IFRS 
S2 Lengkap 

 

Indonesia 

Usulan: Entitas yang memiliki akuntabilitas 
publik (terdaftar & jasa keuangan); cakupan 
final akan ditentukan (TBD) oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) 

TAHUN FISKAL 
2027 TBD oleh OJK 

 

Thailand 

Stock Exchange of Thailand (SET) 50 
(terdaftar) 

TAHUN FISKAL 
2026 

TAHUN FISKAL 
2031 

SET100 (terdaftar) TAHUN FISKAL 
2027 TAHUN 2032 

SET Lainnya (termasuk IPO) TAHUN FISKAL 
2029 

TAHUN FISKAL 
2034 

MAI/REIT/Dana (termasuk IPO) TAHUN FISKAL 
2030 

TAHUN FISKAL 
2035 

 

 
Tabel 2.1.3 Keringanan transisi 
 
Bagi pelapor IFRS SDS untuk pertama kalinya, keringanan transisi9 yang diuraikan di bawah ini dapat 
berlaku untuk periode pelaporan awal. Keringanan transisi tersebut, bersama dengan keringanan 
tambahan, dapat diberikan dan/atau disesuaikan oleh regulator setempat, sehingga menimbulkan variasi 
dalam hal ketersediaan, cakupan, dan durasi antar yurisdiksi. Pelapor perlu memastikan ketentuan yang 
berlaku secara lokal dan mengungkapkan apabila keringanan transisi dimanfaatkan. 
 

Keringanan 
transisi Cara penerapannya 

Informasi 
komparatif 

Suatu entitas tidak diwajibkan untuk menyajikan pengungkapan untuk 
periode sebelum tanggal penerapan awal. Oleh karena itu, pada periode 
pelaporan tahunan pertama saat standar diterapkan, penyajian informasi 
komparatif tidak diwajibkan. [IFRS S1.E3] [IFRS S2.C3] 

Relaksasi waktu 
pelaporan 

Pada periode pelaporan tahunan pertama, entitas diperkenankan untuk 
menerbitkan pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan 
setelah laporan keuangannya. Selanjutnya, pengungkapan tersebut harus 
diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan bertujuan umum interim 
berikutnya (jika ada). Jika tidak terdapat laporan interim, pengungkapan 
tersebut harus dipublikasikan paling lambat sembilan bulan setelah akhir 
tahun pelaporan. 
 [IFRS S1.E4] 

Pendekatan yang 
mengutamakan 
iklim10 

Pada periode pelaporan tahunan pertama, entitas dapat hanya menyajikan 
pengungkapan terkait iklim (sesuai dengan IFRS S2) dan menerapkan IFRS S1 
hanya sejauh diperlukan untuk mendukung pengungkapan terkait iklim 
tersebut. [IFRS S1.E5] 

 
9 Lihat IFRS S1 dan IFRS S2 untuk detail lengkap tentang keringanan transisi 
10 Pelapor dapat memanfaatkan materi pendidikan ISSB dari Penerapan IFRS S1 ketika hanya melaporkan 
pengungkapan terkait iklim sesuai dengan IFRS 2 untuk memandu implementasi. 

Garis waktu regulasi ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu dua hingga lima tahun ke 
depan, sebagian besar produsen minyak sawit utama, khususnya entitas yang telah tercatat di 
bursa serta operator swasta besar yang melampaui ambang batas ukuran, akan diwajibkan untuk 
menyusun pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan yang selaras dengan IFRS 
SDS. 
. 

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf?bypass=on
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s2-climate-related-disclosures.pdf?bypass=on
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Keringanan 
transisi Cara penerapannya 

Penggunaan GHG 
Protocol10 

Pada periode pelaporan tahunan pertama, entitas dapat tetap menggunakan 
metode pengukuran emisi GRK yang digunakan pada tahun sebelumnya 
(meskipun bukanGHG Protocol ) untuk Cakupan 1, 2, atau 3, serta dapat 
menggunakan metode yang sama saat menyajikan informasi komparatif pada 
tahun pertama di periode berikutnya. [IFRS S2.C4(a)] 

Emisi Cakupan 3 
GRK11 

Pengungkapan Cakupan 3, termasuk informasi tambahan mengenai emisi 
yang dibiayai, tidak diwajibkan pada periode pelaporan tahunan pertama. 
Informasi komparatif untuk Cakupan 3 juga tidak diwajibkan pada tahun 
kedua pelaporan. [IFRS S2.C4(b)] 

 
 

 
11 IFRS S2 mewajibkan pelapor untuk mengukur emisi GRK mereka sesuai dengan GHG Protocol: Corporate 
Accounting and Reporting Standard (2004), yang disebut sebagai Protokol GRK dalam dokumen panduan ini 
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2.2 Sekilas tentang IFRS S1 dan IFRS S2 

Untuk memanfaatkan RSPO P&C secara efektif dalam pelaporan IFRS SDS, penting untuk memahami 
tujuan, persyaratan, serta ketentuan pengungkapan konten inti yang ditetapkan dalam IFRS S1 dan IFRS 
S2. Tabel di bawah ini menyajikan tujuan dan cakupan masing-masing standar. 
 
Tabel 2.2.1 Tujuan dan cakupan IFRS S1 dan IFRS S2 
 

Aspek IFRS S1 IFRS S2 

Tujuan 

Persyaratan umum untuk 
mengungkapkan SRRO yang berguna 
bagi pengguna utama laporan 
keuangan bertujuan umum dalam 
pengambilan keputusan alokasi 
sumber daya. [IFRS S1.1] 

Persyaratan untuk mengungkapkan risiko 
dan peluang terkait iklim yang berguna 
bagi pengguna utama laporan keuangan 
bertujuan umum dalam pengambilan 
keputusan alokasi sumber daya. [IFRS S2.1] 

Ruang 
lingkup 

Berlaku untuk penyusunan dan 
penyajian pengungkapan informasi 
keuangan terkait keberlanjutan sesuai 
dengan IFRS SDS. [IFRS S1.5] 

Berlaku untuk pengungkapan yang 
berkaitan dengan: 
• Risiko terkait iklim, termasuk risiko fisik 

dan transisi 
• Peluang terkait iklim  
        [IFRS S2.3] 

 

 
 
1.5.2 Area konten inti IFRS S1 dan IFRS S213 
 
Berdasarkan IFRS S1 dan IFRS S2, pelapor diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait SRRO dalam 
empat area konten utama, yaitu Tata Kelola, Strategi, Manajemen Risiko, serta Metrik dan Target. [IFRS 
S1.25; IFRS S2.5–37]  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: Meskipun IFRS S1 dan IFRS S2 mengharuskan pengungkapan atas area konten inti tersebut, tidak 
ada struktur yang ditetapkan secara khusus dalam penyajian pengungkapan area konten inti tersebut.

 
12 Introduction to ISSB and IFRS Sustainability Disclosure Standards  
13 Project Summary – IFRS Sustainability Disclosure Standards  

Suatu entitas diwajibkan untuk menerapkan IFRS S2 bersama dengan IFRS S1 serta standar lain 
yang akan diterbitkan oleh ISSB di masa mendatang. IFRS S1 menyediakan persyaratan 
pengungkapan yang bersifat menyeluruh, termasuk dasar konseptual serta persyaratan umum untuk 
pelaporan risiko dan peluang terkait iklim berdasarkan IFRS S2. IFRS S1 juga menyediakan kerangka 
untuk mengungkapkan pertimbangan (judgements) dan ketidakpastian pengukuran, serta 
memberikan panduan dalam pengungkapan kesalahan dan perubahan estimasi. 

Metrik dan  
Target 
 
Metrik dan target yang 
digunakan untuk 
memahami kinerja 
serta kemajuan entitas 
pelapor terkait SRRO, 
termasuk metrik lintas 
industri dan metrik 
spesifik industri. 

Manajemen 
Risiko 
 
Proses yang digunakan 
oleh entitas pelapor 
untuk 
mengidentifikasi, 
menilai, 
memprioritaskan, dan 
memantau SRRO, 
serta bagaimana 
proses tersebut 
diintegrasikan dengan 
manajemen risiko 
perusahaan secara 
keseluruhan. 

Strategi 
 
 
Strategi yang 
diterapkan oleh 
entitas pelapor untuk 
mengelola SRRO. 
Untuk risiko dan 
peluang terkait iklim, 
hal ini mencakup 
rencana transisi dan 
analisis skenario. 
 

Tata Kelola 
 
 
Proses tata kelola, 
pengendalian, dan 
prosedur yang 
digunakan oleh entitas 
pelapor untuk 
memantau, mengelola, 
dan mengawasi SRRO. 

https://www.ifrs.org/sustainability/knowledge-hub/introduction-to-issb-and-ifrs-sustainability-disclosure-standards/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/project-summary.pdf
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3. Perbandingan antara RSPO P&C dan IFRS SDS 
 
Bagian ini menyajikan perbandingan antara RSPO P&C dan IFRS SDS untuk mulai mengidentifikasi 
kesamaan di antara kedua kerangka standar tersebut, perbedaannya, serta area di mana bukti dari RSPO 
P&C dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengungkapan IFRS SDS. 
 
Tabel perbandingan di bawah ini menggambarkan cakupan yang diatur dalam standar IFRS SDS dan RSPO 
P&C. 
 
Tabel 3.1 Perbandingan IFRS SDS dan RSPO P&C14 

 

 IFRS SDS RSPO P&C 

Tujuan inti 
Standar pengungkapan untuk 
informasi keuangan terkait 
keberlanjutan (termasuk aspek iklim). 

Standar sertifikasi berbasis 
kinerja untuk produksi minyak 
sawit berkelanjutan. 

Pendekatan 
Berfokus pada pelaporan SRRO yang 
secara wajar dapat diperkirakan 
memengaruhi prospek entitas. 

Indikator dan persyaratan yang 
bersifat preskriptif dengan fokus 
pada peningkatan kinerja dan hasil 
di tingkat pabrik dan 
kebunan/perkebunan. 

Struktur 

IFRS S1 menguraikan persyaratan 
umum pengungkapan informasi 
keuangan terkait keberlanjutan, 
sementara IFRS S2 memperluasnya 
dengan pengungkapan terkait iklim. 

Terdiri dari tujuh Prinsip dengan 
Kriteria dan Indikator yang 
menyertai untuk sertifikasi. 

Persyaratan kepatuhan 

Berbasis materialitas; entitas 
mengungkapkan risiko dan peluang 
terkait keberlanjutan material 
(termasuk iklim) berdasarkan lensa 
materialitas keuangan. 

Tidak terdapat pemilihan topik 
secara mandiri; seluruh cakupan 
isu keberlanjutan dalam standar 
harus dipenuhi untuk sertifikasi.  

Batas Pelaporan / 
Implementasi  

Informasi entitas pelaporan yang 
selaras dengan pelaporan keuangan, 
dengan pertimbangan dampak dari 
seluruh rantai nilai.  

Diimplementasikan pada tingkat 
pabrik pengolahan minyak sawit 
dan kebun/perkebunan saja. 

Periode dan waktu 
pelaporan/mengaudit15 

Periode pelaporan dan waktu 
penerbitan selaras dengan laporan 
keuangan tahunan entitas (tahun 
fiskal).  

Setiap tahun pada tanggal 
peringatan sertifikasi awal dan 
dapat terjadi sepanjang tahun.  

Persyaratan sertifikasi 
& jaminan 

Persyaratan jaminan ditentukan oleh 
regulasi nasional, yang juga mengatur 
bagaimana standar akan diadopsi.  

Sertifikasi independen dengan 
pengawasan tahunan oleh Lembaga 
Sertifikasi Terakreditasi; sertifikat 
dapat ditangguhkan atau dicabut. 

 
14 Berdasarkan : IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information  IFRS S2 
Climate-related Disclosures, RSPO P&C 2024 
15 Catatan: Timeline yang berbeda memengaruhi bagaimana data tahunan dikonsolidasikan di seluruh IFRS SDS dan 
RSPO P&C 

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements.html/content/dam/ifrs/publications/html-standards-issb/english/2023/issued/issbs1/
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements.html/content/dam/ifrs/publications/html-standards-issb/english/2023/issued/issbs1/
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3.2 Kesesuaian antara RSPO P&C dan IFRS SDS serta kesenjangan yang ada 
 
Berdasarkan Tabel 3.1, dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara RSPO P&C dan IFRS SDS, 
sebagaimana diilustrasikan dalam diagram di bawah ini. 
 
Gambar 3.2.1 Diagram Venn RSPO P&C dan IFRS SDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: Proses dan pengendalian menjelaskan bagaimana risiko dikelola; tindakan menunjukkan langkah 
mitigasi yang dilakukan; sedangkan metrik dan data menunjukkan hasil yang dicapai serta keterkaitannya 
dengan pelaporan keuangan. 
 
Area kesamaan antara RSPO P&C dan IFRS SDS 
Kesamaan dalam persyaratan terdapat pada tingkat yang lebih umum: kedua standar mensyaratkan 
adanya proses dan pengendalian yang terdokumentasi; bukti atas pelaksanaan tindakan mitigasi beserta 
tindak lanjutnya; serta metrik kinerja dan data pemantauan. 
 
 
 

RSPO P&C IFRS SDS 

Standar sertifikasi 
berbasis kinerja 

Implementasi pada 
tingkat lapangan 
pabrik dan perkebunan 

Pengungkapan pelaporan 
keuangan 

Penilaian materialitas 
keuangan 

Identifikasi SRRO yang 
spesifik bagi entitas 

Metrik kinerja 
dan target yang 
memerlukan 
pengumpulan 
data 
 

Pengungkapan entitas 
pelapor dan pertimbangan 
rantai nilai 

Audit oleh pihak 
ketiga 

Proses  
dan 
pengendalian 

Daftar Prinsip, 
Kriteria, dan Indikator 
preskriptif 

Dokumentasi atas 
tindakan mitigasi 
yang telah 
dilaksanakan 
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4. Pendekatan empat langkah untuk pelaporan 
berdasarkan IFRS SDS 
 
Pendekatan empat langkah untuk pelaporan berdasarkan IFRS SDS 
 
Bagian ini menguraikan pendekatan empat langkah16 untuk memanfaatkan bukti dari RSPO P&C dalam 
pelaporan IFRS SDS. Pendekatan ini menunjukkan pada tahap mana RSPO P&C digunakan, yaitu pada 
Langkah 3 dan Langkah 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Langkah 1: Menentukan keberlakuan pelaporan  
 
Langkah pertama dalam pelaporan adalah menentukan apakah, kapan, dan bagaimana IFRS SDS berlaku. 
Keberlakuan ditentukan oleh dua faktor: (i) yurisdiksi tempat entitas pelapor (termasuk entitas anak 
yang relevan) tunduk pada persyaratan pelaporan, dan (ii) keputusan adopsi sukarela oleh entitas 
pelapor. 
 
4.1.1 Pertimbangan yurisdiksi 
Sebagaimana ditunjukkan pada Bagian 2.1, setiap yurisdiksi berada pada tahapan yang berbeda dalam 
proses adopsi dan pengesahan regulasi untuk pelaporan IFRS SDS. Pelapor perlu menentukan garis waktu 
serta keringanan transisi yang tersedia dengan merujuk pada panduan terbaru dari regulator setempat 
(misalnya otoritas pasar modal atau bursa efek) serta dengan memantau pembaruan dan pengumuman 
regulasi. 
 
Per tanggal penerbitan laporan ini, IFRS Foundation telah mengembangkan 17 ringkasan yurisdiksi17 
untuk negara-negara yang telah memfinalisasi adopsi IFRS SDS, yang merangkum pendekatan dan elemen 
kunci. Profil tersebut bersifat sebagai panduan umum dan sebaiknya digunakan bersamaan dengan 
persyaratan lokal yang berlaku. 
 
4.1.2 Adopsi sukarela 
Banyak yurisdiksi mengizinkan pelaporan IFRS SDS sebelum diberlakukan secara wajib. Pelapor dapat 
memilih untuk secara sukarela mengadopsi standar IFRS S1 dan IFRS S2 (yang harus diterapkan secara 
bersamaan), dan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, pelapor dapat menyatakan kepatuhan secara 
eksplisit tanpa pengecualian. [IFRS S1. E1; IFRS S2. C1; IFRS S1.72] 
 
Apabila regulasi setempat membatasi pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh IFRS SDS, entitas 
dapat tidak mengungkapkan informasi tersebut, namun harus menjelaskan informasi yang tidak 
diungkapkan serta sumber pembatasannya. [IFRS S1.73; IFRS S1. B33]. Ketentuan ini tidak menghalangi 
entitas untuk tetap menyatakan kepatuhan terhadap IFRS SDS. 

 
16 ISSB belum menetapkan format tunggal untuk pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2.  Untuk tujuan dokumen ini, 
pendekatan empat langkah PwC digunakan untuk mengilustrasikan proses pelaporan. 
17 IFRS SDS Jurisdictional Profiles and Snapshots (diperbarui Juni 2025). 

Menyusun pengungkapan yang dipersyaratkan 

Melakukan penilaian materialitas 

Menentukan keberlakuan pelaporan 

Menetapkan batasan untuk pelaporan 
keberlanjutan 

3 

4 

1 

2 

https://www.ifrs.org/ifrs-sustainability-disclosure-standards-around-the-world/use-by-jurisdiction/
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4.2 Langkah 2: Menetapkan batasan untuk pelaporan keberlanjutan 
 
Pelapor perlu menetapkan batas pelaporan untuk pengungkapan informasi keuangan terkait 
keberlanjutan dengan menentukan ruang lingkup entitas pelaporan serta mempertimbangkan 
keterlibatan dalam rantai nilai. Hal ini mencakup batas pelaporan umum untuk pengungkapan selain 
emisi GRK, serta batas organisasi dan operasional untuk pengungkapan emisi GRK.   
 
4.2.1 Batas pelaporan umum  
 
Berdasarkan IFRS S1, pengungkapan disusun untuk entitas pelapor yang sama dengan laporan 
keuangan terkait [IFRS S1.20] serta mencerminkan informasi material di seluruh rantai nilai, dengan 
peninjauan kembali ruang lingkup apabila terdapat perubahan yang signifikan [IFRS S1.B6(b); IFRS S1.B11]. 
 
Operasi sendiri 
Dalam batas pelaporan umum, operasi sendiri didefinisikan dengan dasar yang sama seperti yang 
digunakan dalam laporan keuangan, yang mencakup entitas induk dan entitas anak yang dikonsolidasikan, 
aset sewa atau aset hak-guna yang relevan, serta bagian proporsional dari operasi bersama. 
 
Rantai nilai  
Entitas pelapor dan rantai nilainya membentuk suatu sistem yang saling bergantung; ketergantungan 
terhadap sumber daya serta hubungan bisnis, beserta dampaknya, menimbulkan SRRO. [IFRS S1.2] Oleh 
karena itu, batas pelaporan mencakup informasi material di seluruh rantai nilai, baik pada aktivitas hulu 
dan hilir, serta mempertimbangkan hubungan bisnis lainnya yang material bagi entitas pelapor. 
 
Gambar 4.2.1 Contoh batas pelaporan umum untuk perusahaan minyak sawit dalam IFRS SDS 
 
 
 
 

Hulu 

 

Operasi sendiri 

 

Hilir 

 
Entitas pelapor 

 

Pasokan pekebun kecil Anak perusahaan Logistik & penyimpanan 

Pasokan perkebunan Aset sewaan Kilang pengolahan 

Jasa kontraktor Operasi bersama Peritel 

 
 
 

 
4.2.2 Batas emisi GRK 
IFRS S2 mewajibkan pelaporan emisi GRK sesuai dengan  GHG Protocol: Corporate Accounting and 
Reporting Standard (2004), kecuali apabila otoritas yurisdiksi atau bursa mengharuskan penggunaan 
metode pengukuran yang berbeda18. [IFRS S2.29(a)(ii)] 
 
Protokol GRK memberikan panduan bagi pelapor dalam menetapkan batas organisasi untuk menentukan 
entitas yang termasuk dalam cakupan pengukuran emisi GRK. Protokol ini menyediakan dua pendekatan 
konsolidasi19 untuk menentukan batas tersebut: saham ekuitas atau pengendalian (operasional atau 
keuangan).  

 
18 ISSB telah menerbitkan materi pendidikan tentang Greenhouse Gas Emissions Disclosure requirements applying 
IFRS S2 Climate-related Disclosures.  Bagian ini mencerminkan materi Protokol GRK yang tersedia untuk IFRS SDS per 
Oktober 2025, persyaratan dapat berubah. 
19  GHG Protocol (2004) 

Rantai nilai (tidak lengkap) 

Untuk operasi multikomoditas, kepatuhan terhadap RSPO P&C umumnya hanya mencakup sebagian 
dari total volume kelompok usaha, sehingga bukti terkait RSPO P&C tidak dapat mewakili 
keseluruhan entitas pelapor. 

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/ghg-ifrs-s2-educational-material.pdf
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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Setelah batas organisasi ditetapkan, pelapor kemudian menentukan batas operasional untuk emisi 
Cakupan 1, 2, dan 3. Entitas yang berada dalam batas organisasi berkontribusi terhadap emisi Cakupan 1 
dan 2, sedangkan entitas di luar batas organisasi diklasifikasikan sebagai emisi Cakupan 3 berdasarkan 
kategori yang relevan sesuai dengan Protokol GRK. 
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4.3 Langkah 3: Melakukan penilaian materialitas 
 
IFRS S1 dan IFRS S2 mengharuskan pelapor untuk terlebih dahulu mengidentifikasi SRRO yang bersifat 
material dan kemudian menentukan informasi material yang perlu diungkapkan terkait SRRO 
tersebut. Terdapat beberapa pertimbangan utama yang diuraikan dalam IFRS S1 dan IFRS S2 dalam 
proses identifikasi SRRO, serta dalam penentuan tindakan mitigasi dan rencana untuk menangani serta 
mengurangi risiko dan peluang tersebut. 
 
Proses dan pertimbangan tersebut dirangkum sebagai berikut: 
 
4.3.1 Identifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan 
 

Mengidentifikasi 
SRRO 

Pertimbangan utama untuk mengidentifikasi SRRO20: 
• Interaksi entitas pelapor dengan pemangku kepentingan, masyarakat, 

perekonomian, dan lingkungan alam di sepanjang rantai nilainya; 
• Sumber daya dan hubungan di sepanjang rantai nilai, termasuk ketergantungan 

dan dampak yang terkait; 
• Jangka waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang). 
 
Sumber rujukan: 
• Wajib merujuk dan mempertimbangkan:  Sustainability Accounting Standards 

Board  (SASB) 
• Opsional untuk dipertimbangkan:  Climate Disclosure Standards Board (CDSB), 

Global Reporting Initiative (GRI),  European Sustainability Reporting 
Standards(ESRS), standar nasional 

 
Prinsip dan Kriteria RSPO dapat digunakan untuk memandu identifikasi SRRO, 
sebagaimana dijelaskan pada Bagian 5.2. 

Tindakan 
mitigasi dan 
rencana 
penanganan 

Entitas pelapor harus mengidentifikasi seluruh SRRO yang berpotensi material dan 
mengungkapkan: 
• Tingkat sumber daya dan anggaran yang dialokasikan untuk menangani setiap 

SRRO; 
• Tindakan mitigasi yang direncanakan serta garis waktu pelaksanaannya. 

 
Indikator RSPO dapat mendukung pengungkapan pada aspek Manajemen Risiko 
serta Metrik dan Target, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 5.3. 

Penilaian SRRO 
berdasarkan 
materialitas 
keuangan 

Penilaian materialitas dilakukan khusus untuk suatu entitas. Untuk 
mengidentifikasi SRRO yang material, entitas dapat menggunakan karakteristik 
materialitas sebagai titik awal: 
• Kuantitatif dan/atau kualitatif: Mempertimbangkan besaran dampak risiko 

atau peluang dibandingkan dengan ukuran relevan lainnya 
• Kemungkinan peristiwa di masa depan dengan hasil yang tidak pasti: 

Dampak potensial dari peristiwa, rentang kemungkinan hasil, dan probabilitas 
dari hasil tersebut [IFRS S1.B22] 

• Perubahan dalam keadaan dan asumsi: Dinilai kembali pada setiap periode 
pelaporan untuk memastikan relevansi dan tingkat kepentingannya 

 

 
20 ISSB Standard – Sustainability-related risks and opportunities and the disclosure of material information  

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/issb-standards/issb-materiality-education-material.pdf
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4.4 Langkah 4: Menyusun pengungkapan yang dipersyaratkan 

Setelah keberlakuan IFRS SDS dipastikan, batas pelaporan ditetapkan, dan SRRO yang material 
diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun pengungkapan. Pelapor perlu memastikan bahwa 
data dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan pengungkapan informasi keuangan terkait 
keberlanjutan bersifat konsisten, selaras, dan saling terhubung, baik dengan laporan keuangan maupun 
dalam laporan keberlanjutan [IFRS S1.21-23].  
 
Meskipun tidak terdapat format pengungkapan khusus yang diwajibkan dalam pelaporan berdasarkan 
IFRS S1, entitas pelapor dapat mempertimbangkan untuk menggunakan struktur berikut dalam 
menyajikan dan mengungkapkan informasi terkait SRRO yang telah diidentifikasi: 
 
4.4.1 Cara menyajikan pengungkapan 
 

Risiko yang 
diidentifikasi 
dan 
dampaknya 
terhadap 
entitas 

Menyediakan deskripsi yang jelas mengenai SRRO yang telah diidentifikasi, 
termasuk bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi operasi dan model bisnis 
entitas, serta pihak-pihak dalam rantai nilainya, seperti pemasok, penyedia jasa, 
dan pelanggan. Sertakan potensi dampak dalam jangka pendek, menengah, dan 
panjang. 
 
Pilar Strategi mengharuskan pengungkapan SRRO yang secara wajar dapat 
diperkirakan akan memengaruhi prospek entitas pelapor. 

Upaya mitigasi 
dan adaptasi 

Menjelaskan bagaimana entitas telah merespons atau berencana untuk 
merespons SRRO yang diidentifikasi. Hal ini mencakup strategi mitigasi dan 
adaptasi, integrasi ke dalam perencanaan bisnis, serta analisis skenario yang 
dilakukan untuk menilai ketahanan. Ungkapkan garis waktu dan tonggak utama 
pelaksanaannya. 

Dampak 
keuangan 

Mengungkapkan dampak keuangan saat ini dan yang diantisipasi dari SRRO 
tersebut terhadap strategi dan pengambilan keputusan entitas pelapor. Tinjau 
kembali asumsi yang digunakan serta ketidakpastian atau rentang kemungkinan 
hasil yang mungkin terjadi. 

Pengelolaan 
dan 
pemantauan 
tata kelola 

Pilar Tata Kelola mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi 
mengenai pengawasan, tanggung jawab, dan proses dalam mengelola SRRO, 
termasuk bagaimana rencana mitigasi diintegrasikan ke dalam proses manajemen 
risiko secara keseluruhan. 

 
Catatan: 
 

1. ISSB tidak menetapkan satu format baku untuk pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2. Untuk tujuan 
dokumen ini, pendekatan empat langkah PwC digunakan untuk mengilustrasikan proses 
pelaporan.  

 
2.  Jangka waktu ditentukan oleh entitas pelapor, bergantung pada faktor-faktor seperti siklus arus 

kas spesifik industri, siklus investasi, cakrawala perencanaan, serta jangka waktu yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan strategis dan penilaian keuangan. [IFRS S1.30-31] 

 
 
Bagian berikutnya mengilustrasikan bagaimana pengungkapan tersebut dapat disusun. 
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4.4.2 Struktur pengungkapan ilustratif 
 
Diagram di bawah ini mengilustrasikan suatu struktur untuk mengungkapkan informasi material yang 
telah diidentifikasi untuk setiap SRRO. Pendekatan ini memberikan kejelasan mengenai keterkaitan antara 
SRRO yang telah diidentifikasi dengan area konten inti dalam IFRS SDS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskripsi risiko dan peluang 
terkait keberlanjutan 

Dampak terhadap strategi dan 
pengambilan keputusan 

 

Dampak keuangan saat ini 

Dampak keuangan yang diantisipasi (jangka pendek, menengah 
dan panjang) 

Bagaimana organisasi mengelola dan memantau risiko tersebut 

Risiko yang diidentifikasi dan 
bagaimana pengaruh bisnis 

terhadap bisnis 

Dampak keuangan 

Analisis skenario 

Proses dan pengendalian 

Metrik dan target 

Upaya mitigasi dan adaptasi 

Dampak atau risiko terhadap 
model bisnis dan rantai nilai 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Bagian 5:  
Pemanfaatan  
RSPO P&C dalam 
pelaporan IFRS 
SDS 
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5. Pemanfaatan RSPO P&C dalam pelaporan IFRS 
SDS 
 
Bagian ini menjelaskan bagaimana RSPO P&C dan Indikator RSPO dapat mendukung pelaporan IFRS SDS. 
Bagian ini diawali dengan menguraikan keterkaitan antara kedua standar, kemudian dilanjutkan dengan 
penjelasan mengenai penerapannya dalam mengidentifikasi SRRO, serta mendukung pengungkapan pada 
aspek Manajemen Risiko serta Metrik dan Target. 
 

5.1 Menghubungkan Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO dengan IFRS SDS 
 
Standar RSPO P&C mendukung pelaporan IFRS SDS melalui beberapa pendekatan berikut: 
 

IFRS SDS 
Risiko dan Peluang Terkait Keberlanjutan  IFRS SDS 

Manajemen Risiko, Metrik dan Target 

 

 RSPO P&C  Indikator RSPO 

• RSPO P&C 2024 terdiri dari 7 Prinsip dan 38 
Kriteria 

• Pemetaan tematik atas isu keberlanjutan 
khusus industri 

• Contoh: hak tenaga kerja, inklusi pekebun kecil, 
ketahanan terhadap perubahan iklim 

 

 • RSPO P&C 2024 mencakup 162 Indikator yang 
menyediakan bukti untuk kepatuhan terhadap 
setiap Kriteria 

• Panduan Lampiran 5 memberikan petunjuk 
implementasi untuk setiap Indikator, 
termasuk praktik yang direkomendasikan dan 
contoh dokumentasi yang diharapkan oleh 
lembaga sertifikasi selama audit 

 
Elemen RSPO P&C dan keterkaitannya dengan pelaporan IFRS SDS diilustrasikan sebagai berikut: 
 
Gambar 5.1.1 Pemetaan Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO terhadap area konten inti IFRS SDS 
dengan menggunakan Prinsip 2 (Legalitas) sebagai contoh. 
 
 
 
 
 

Prinsip Kriteria 

 

Indikator 
Prinsip 2 
Pekebun RSPO 
beroperasi secara 
sah dan 
bertanggung 
jawab. 
 

Kriteria 2.1 
Unit Sertifikasi (UoC) 
harus beroperasi secara 
sah, sesuai dengan 
persyaratan hukum yang 
berlaku serta hukum dan 
regulasi internasional 
yang telah diratifikasi. 

Indikator 2.1.3  
Bukti legalitas lahan 
dalam operasi UoC harus 
tersedia. Batas legal atau 
batas yang disahkan harus 
didefinisikan dengan jelas 
dan terlihat, serta 
kegiatan penanaman 
berada dalam batas legal 
atau yang telah disahkan 
tersebut 
 

Panduan Lampiran 5 
Bukti status hukum 
lahan dapat mencakup 
dokumen kepemilikan 
lahan; Bukti hak dan 
penguasaan lahan; 
peta batas darat; dan 
lisensi operasi. 

 
 
Pada Gambar 5.1.1 keterkaitan antara elemen RSPO P&C dan pelaporan IFRS SDS: 

• Identifikasi SRRO: Prinsip 2 dan Kriteria 2.1 menyoroti kepatuhan hukum dan akuntabilitas sebagai 
isu keberlanjutan utama. SRRO yang berpotensi timbul mencakup risiko  ketidakasahanatau 
ketidakpastian dalam operasi lahan, yang dapat memicu gangguan operasional atau dampak reputasi. 

• Bukti pengungkapan: Indikator 2.1.3 mengarahkan pelapor untuk menyusun bukti terkait legalitas 
lahan UoC, seperti dokumentasi batas hukum atau yang disahkan. Panduan Lampiran 5 menyediakan 
contoh bukti yang relevan, termasuk dokumen kepemilikan lahan dan peta batas. 

 

Untuk mendukung 
identifikasi awal SRRO 

Untuk mendukung pengungkapan pada 
aspek Manajemen Risiko serta Metrik 
dan Target 

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 
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5.2 Penggunaan topik Prinsip dan Kriteria RSPO untuk mendukung identifikasi SRRO 
 
IFRS SDS menyatakan bahwa SRRO timbul dari interaksi antara entitas pelapor dengan pemangku 
kepentingannya, masyarakat, perekonomian dan lingkungan alam di seluruh rantai nilainya [IFRS S1. 
B2]. Oleh karena itu, identifikasi SRRO mengharuskan pelapor untuk mempertimbangkan isu-isu 
keberlanjutan dan aspek rantai nilai yang terkait dengan interaksi tersebut, sebelum melakukan penilaian 
materialitas atas informasi yang akan diungkapkan. 
 
Sebagai standar, RSPO P&C menetapkan persyaratan untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama yang 
berkaitan dengan  People, Planet and Prosperity21, sehingga Prinsip dan Kriteria yang terkandung di 
dalamnya memberikan contoh isu keberlanjutan dan pertimbangan rantai nilai yang relevan bagi operasi 
minyak sawit. Topik-topik tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi SRRO dalam proses 
identifikasi, sebelum dilakukan penilaian materialitas. 
 
Panduan berikut menguraikan proses langkah demi langkah yang sederhana dalam menggunakan topik 
Prinsip dan Kriteria RSPO untuk mengidentifikasi SRRO. 
 
5.2.1 Proses 1: Menggunakan topik Prinsip dan Kriteria RSPO untuk mengidentifikasi SRRO 

    

 
 
Untuk proses yang diilustrasikan di atas, jika Prinsip 1 dipilih sebagai isu keberlanjutan yang berpotensi 
material, pelapor perlu meninjau Prinsip dan Kriteria yang relevan untuk mengidentifikasi isu 
keberlanjutan terkait serta risiko atau peluang yang terkait: 
 

 
Prinsip 1 mengharuskan pekebun dan pabrik untuk beroperasi secara transparan, etis, dan 
bertanggung jawab. Kriteria terkait mencakup: menunjukkan transparansi kepada pemangku 
kepentingan (1.1); berkomitmen pada perilaku etis dalam seluruh operasi bisnis (1.2); serta 
memantau dampak terhadap hak asasi manusia (1.3). 

 
Isu keberlanjutan yang terkait dengan Prinsip 1 dan Kriteria 1.1, 1.2, dan 1.3 mencakup etika bisnis 
dan transparansi. 

 
Risiko yang terkait adalah praktik tidak etis dalam operasional. 

 
Risiko tersebut dapat menyebabkan potensi denda hukum, kerusakan reputasi, serta hilangnya 
kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian finansial, 
kehilangan akses pasar, dan penurunan margin penjualan. 

 
SRRO akhir dapat dinyatakan sebagai berikut:  
 

Risiko hukum dan reputasi yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip pengadaan yang 
bertanggung jawab dapat menyebabkan gangguan operasional akibat investigasi dan penundaan 
produksi. Hal ini dapat menimbulkan sanksi hukum, melemahkan kepercayaan pemangku 
kepentingan, serta menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya mengakibatkan 
hilangnya akses ke pasar premium dan penurunan margin penjualan. 

 
Bagian berikutnya menyajikan contoh ilustratif potensi SRRO yang diadaptasi dari tujuh Prinsip RSPO. 
 
 
 
 
 

 
21 2024 RSPO P&C, Bagian 2.1 

Meninjau setiap 
Prinsip dan Kriteria 

RSPO

Mengidentifikasi isu 
keberlanjutan yang 

dibahas dalam 
Prinsip/Kriteria

Mengidentifikasi 
potensi 

risiko/peluang yang 
terkait dengan isu 

keberlanjutan 
tersebut

Menjelaskan 
bagaimana 

risiko/peluang 
tersebut dapat 
memengaruhi 

prospek entitas

Meskipun RSPO P&C dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi SRRO, untuk mencapai 
kelengkapan dalam pelaporan IFRS SDS, pelapor perlu memperluas penilaian tersebut dengan 
mencakup pengungkapan SRRO tambahan yang terkait dengan rantai nilai, periode waktu, dan 
yurisdiksi, di luar cakupan RSPO P&C dan mencakup seluruh rantai nilai. 
 

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO  
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Membangun dari Proses 5.2.1 yang menggunakan  RSPO P&C untuk mengidentifikasi SRRO, bagian ini 
memberikan contoh potensi SRRO (bukan daftar lengkap) yang dapat berasal dari tujuh topik Prinsip 
RSPO.  
 
5.2.2 Daftar potensi SRRO yang diadaptasi dari Prinsip RSPO  
(Catatan: Daftar ini bersifat ilustratif dan tidak komprehensif – disajikan hanya sebagai panduan) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Diadaptasi secara ringkas dari RSPO P&C 2024 
 
Setelah identifikasi awal SRRO, pelapor harus menerapkan proses penilaian materialitas sesuai dengan 
IFRS S1 (sebagaimana dijelaskan pada Bagian 4.3.1) untuk menentukan SRRO mana yang bersifat material 
untuk diungkapkan. 

Deskripsi Risiko 

Transparansi, 
etika & 

tanggung jawab 

Produktivitas, 
keterlacakan & 
dampak positif 

Kepatuhan 
hukum & 

akuntabilitas 

Masyarakat dan 
hak asasi 
manusia 

Hak pekerja dan 
kondisi kerja 

Inklusi pekebun 
kecil 

Perlindungan 
dan konservasi 

lingkungan 

Topik Prinsip 
RSPO* 

Risiko hukum dan reputasi akibat praktik sumber 
yang tidak etis, yang berujung pada sanksi, 
penurunan kepercayaan investor, kerusakan 
reputasi, dan hilangnya akses pasar premium. 

Risiko hukum dan reputasi akibat verifikasi yang tidak 
memadai atas asal Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak 
ketiga, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum, 
hilangnya akses pasar premium, serta peningkatan 
biaya untuk memperoleh pasokan alternatif. 

Risiko fisik akibat penerapan praktik pertanian 
adaptif terhadap iklim yang tertunda atau tidak 
memadai dapat menyebabkan penurunan hasil 
panen, gangguan operasional, serta kerugian 
finansial akibat menurunnya profitabilitas. 
profitabilitas. 
Risiko hukum dan reputasi akibat konflik lahan atau 
sengketa yang menyebabkan gangguan 
operasional dan penolakan dari pemangku 
kepentingan, yang dapat mengakibatkan sanksi, 
kompensasi, dan kehilangan pendapatan. 

Risiko reputasi dan rantai pasok akibat kurangnya 
keterlibatan yang adil dengan pekebun kecil, yang 
dapat membatasi akses TBS, mengganggu 
operasional, dan meningkatkan biaya pemenuhan 
kepatuhan dan risiko sertifikasi. 
mempertaruhkan sertifikasi, dan mengurangi 
pendapatan. 
Risiko hukum dan reputasi akibat praktik 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak 
memadai atau kondisi kerja yang buruk dapat 
menyebabkan gangguan operasional, cedera, 
penghentian sementara operasi, serta peningkatan 
premi asuransi, sanksi hukum, biaya remediasi, dan 
kerugian produktivitas. 
 
Risiko fisik akut akibat gelombang panas 
berkepanjangan dan curah hujan ekstrem yang 
dapat menggangu panen TBS dan kualitas CPO, 
merusak tanaman muda, serta menggangu 
operasional di Perkebunan, pabrik, dan kilang 
sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan 
pendapatan  

Etika bisnis & 
Transparansi 

Potensi Isu 
Keberlanjutan 

Sumber yang 
bertanggung 

jawab 

Adaptasi 
perubahan 

iklim 

Hak-hak adat 

Manajemen 
rantai pasok 

Kesehatan & 
keselamatan 
tenaga kerja 

Perubahan 
iklim 

Praktik tidak 
etis  

dan korupsi 

Potensi Area 
Risiko 

Ketidakpatuha
n dan 

ketertelusuran 
yang tidak 
memadai 

Dampak 
perubahan 
iklim pada 

hasil panen 

Konflik 
penggunaan 

lahan dan 
PADIATAPA 

Gangguan 
rantai pasok 

Cedera di 
tempat kerja 

Cuaca ekstrem 
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5.3 Penggunaan bukti Indikator RSPO untuk mendukung pengungkapan Manajemen Risiko 
serta Metrik dan Target 
 
Indikator RSPO menetapkan kondisi terukur yang harus dipenuhi oleh UoC untuk mencapai hasil dari 
Kriteria22 terkait, yang dibuktikan melalui catatan yang dapat diaudit. Bukti ini dapat dikategorikan ke 
dalam dua kelompok: 
 

Mekanisme Keluaran operasional 

Merupakan hal-hal yang dilakukan oleh UoC untuk 
memenuhi Indikator, sebagaimana tercantum 
dalam RSPO P&C 2024 (Bagian 2.2.4), yang meliputi 
antara lain: 

• Kebijakan (pekerja anak; kesehatan & 
keselamatan kerja; manajemen lingkungan; 
FPIC) 

• Prosedur/SOP/instruksi kerja (pengelolaan 
sampah; rekrutmen; tata cara negosiasi hak 
adat) 

• Sistem (Sertifikasi Rantai Pasokan RSPO; 
pelaporan/kontrol data RSPO Prisma) 

• Proses (penanganan keluhan; konsultasi 
pemangku kepentingan/FPIC; rantai 
pasokan/ketertelusuran untuk pabrik) 

• Rencana (pengelolaan lingkungan/adaptasi 
perubahan iklim; dukungan petani kecil; 
pengurangan emisi GRK) 

• Kegiatan (pelatihan; rapat komite; pemetaan 
partisipatif dengan masyarakat) 

Merupakan hasil yang dihasilkan oleh UoC selama 
implementasi mekanisme tersebut, yang dapat 
meliputi: 

• Penilaian dan studi teknis (SEIA, HCV/HCS, 
LUCA dan PalmGRK) 

• Peta geospasial (peta batas, tenurial, 
HCV/HCS/gambut/kawasan riparian dan zona 
restorasi) 

• Dokumentasi aktivitas dan catatan 
(pelatihan, insiden, keluhan dan catatan 
ketertelusuran) 

• Dokumentasi pelibatan dan persetujuan 
(perjanjian FPIC, notulen rapat dan catatan 
konsultasi) 

• Kontrak dan catatan komersial (persyaratan 
pemasok/kontraktor, MoU petani kecil dan 
catatan harga/bobot/pengurangan) 

• Bukti ketertelusuran rantai pasok (saldo 
volume, persetujuan klaim, dan tanda terima 
Prisma) 

Catatan: Kategori ini bersifat indikatif dan tidak menyeluruh. Contoh mekanisme dan hasil operasional diadaptasi dari 
Indikator RSPO 2024 dan Panduan Lampiran 5. Beberapa Indikator mungkin memerlukan jenis bukti yang tidak 
sepenuhnya termasuk dalam kedua kategori tersebut; pelapor dapat merujuk pada sumber panduan lain sebagaimana 
diatur dalam IFRS S1 paragraf 54–58. 
 
 
Sesuai dengan Bagian 3.2.2 dan 4.4.1, IFRS SDS mensyaratkan pengungkapan pada empat area konten 
inti23 untuk SRRO yang diidentifikasi. Bukti Indikator RSPO P&C dapat mendukung dua bidang: i) 
Manajemen Risiko, dan ii) Metrik dan Target.  
 

Dareah konten inti IFRS SDS Bagaimana Bukti Indikator RSPO Berlaku 

Manajemen Risiko  
IFRS S1.41–46 
 
 

• Mekanisme menunjukkan proses yang ditetapkan untuk SRRO 
(yaitu: identifikasi, penilaian, prioritisasi, penanganan, dan tata 
kelola). 

• Output operasional menunjukkan penerapan mekanisme selama 
periode pelaporan (meliputi pemantauan yang dilakukan, temuan 
dan tindakan yang diambil).  

Metrik dan Target  
IFRS S1.45–50 
 

• Keluaran operasional menyediakan metrik yang dilaporkan dan 
hasil untuk periode pelaporan, dengan perbandingan terhadap 
periode sebelumnya jika relevan. 

• Jika Indikator mensyaratkan  rencana atau kebijakan yang 
berorientasi ke masa depan, indikator tersebut dapat 
diterjemahkan menjadi target yang disertai dengan garis dasar 
(baseline) dan jangka waktu yang jelas; kinerjadilaporkan setiap 
periode pelaporan menggunakan bukti Indikator terkait. 

 
22 2024 RSPO P&C, Bagian 2.1.1 
23 Tata Kelola, Strategi, Manajemen Risiko, dan Metrik dan Target. [IFRS S1.25; IFRS S2.5–37] 

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 
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Untuk memberikan ilustrasi lebih lanjut mengenai bagaimana bukti Indikator RSPO dapat mendukung 
pengungkapan Manajemen Risiko serta Metrik dan Target, Proses 2 dan 3 di bawah ini menguraikan 
pendekatan sederhana langkah demi langkah. 
 
Proses yang ditunjukkan didasarkan pada potensi SRRO dari Prinsip 6 - Risiko hukum dan reputasi yang 
timbul akibat praktik keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tidak memadai serta kondisi kerja yang 
buruk, yang dapat menyebabkan gangguan operasional akibat kecelakaan kerja, cedera, dan potensi 
penghentian operasi karena investigasi. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan premi asuransi, sanksi 
hukum, biaya remediasi, serta kerugian produktivitas. 
 
5.3.4 Proses 2: Menggunakan bukti Indikator RSPO untuk mendukung pengungkapan Manajemen 
Risiko 
 

    

 

 
Indikator yang relevan yang membahas SRRO meliputi: 6.9.1 Kebijakan K3; 6.9.3 Penilaian 
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko (HIRARC); 6.9.4 Rencana K3; serta 
6.9.10 mencatat cedera kerja menggunakan metrik Insiden Waktu Kehilangan (LTI). 

 
Mekanisme yang ditetapkan oleh Indikator meliputi: kebijakan K3, komite K3, pelatihan pekerja, 
serta proses HIRARC 

 
Evaluasi menunjukkan bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi strategi dan keputusan 
keuangan. Sebagai contoh: 
• Peningkatan biaya untuk pelatihan, alat pelindung diri (APD), dan remediasi pada periode 

berjalan dan jangka pendek 
• Penurunan frekuensi kecelakaan, tingkat pergantian tenaga kerja, serta biaya remediasi 

dalam jangka menengah 
• Akses berkelanjutan ke pasar premium dalam jangka panjang 

 
Mengungkapkan proses mekanisme Manajemen Risiko serta mengacu pada hasil operasional dan 
dampak keuangan yang relevan. 

 
5.3.5 Proses 3: Menggunakan Indikator RSPO untuk mendukung pengungkapan Metrik dan Target 
 

    

 

 
Indikator yang relevan yang membahas SRRO meliputi: 6.9.1 Kebijakan K3; 6.9.3 Penilaian 
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko (HIRARC); 6.9.4 Rencana K3; serta 
6.9.10 mencatat cedera kerja menggunakan metrik Insiden Waktu Kehilangan (LTI). 

 
Hasil operasional yang diberikan oleh Indikator yang relevan meliputi: catatan sosialisasi kebijakan 
K3 dan log pelatihan; Laporan HIRARC dan rencana tindakan perbaikan; protokol/latihan tanggap 
darurat; serta Data LTI dan Total Tingkat Insiden yang Dapat Dicatat (TRIR). 

 
Evaluasi menunjukkan bagaimana hasil operasional tersebut dapat dikonversi menjadi metrik atau 
target untuk mengatasi SRRO. Sebagai contoh: 
• Metrik: Tingkat LTI dan TRIR; % pekerja yang dilatih tentang prosedur K3 
• Target: Penurunan tingkat LTI dan TRIR dari tahun ke tahun; 100% penyelesaian penilaian 

HIRARC; jumlah latihan darurat yang dilakukan setiap tahun 

 
Mengungkapkan Metrik dan Target dengan hasil operasional yang relevan. 

Meninjau setiap 
Indikator RSPO yang 
terkait dengan SRRO 

dan Kriteria yang 
relevan

Mengompilasi bukti 
mengenai 

mekanisme Indikator 
yang relevan dengan 

SRRO yang dipilih

Mengevaluasi 
bagaimana Indikator 

tersebut 
memengaruhi 
strategi dan 
pengambilan 

keputusan keuangan

Mengungkapkan 
proses Manajemen 

Risiko serta 
pengawasan yang 

dilakukan

Meninjau setiap 
Indikator RSPO yang 
terkait dengan SRRO 

dan Kriteria yang 
relevan

Mengidentifikasi 
Indikator yang 

menghasilkan hasil 
operasional

Mengevaluasi hasil 
operasional dalam 
kaitannya dengan 
penetapan metrik 

dan target

Mengungkapkan 
metrik, target, dan 

kemajuan yang 
relevan dengan SRRO

— Pertimbangan bagi pelapor RSPO 
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Sebagaimana dijelaskan pada Bagian 4.4.2 dan 4.4.3, yang menguraikan cara penyajian 
pengungkapan area konten inti secara terintegrasi, kerangka pengungkapan yang saling 
terhubung di bawah ini mengilustrasikan bagaimana bukti Indikator RSPO dapat dimanfaatkan 
untuk mendukung pengungkapan area konten inti Manajemen Risiko serta Metrik dan Target. 
 
5.2.2 Diagram alur pemanfaatan bukti Indikator RSPO dalam pengungkapan Manajemen Risiko serta 
Metrik dan Target 
 
 
 
 
 RM M&T 

RM 

Dampak terhadap strategi dan 
pengambilan keputusan 

 

Dampak keuangan saat ini 

Dampak keuangan yang diantisipasi (jangka pendek, menengah dan 
panjang) 

Bagaimana organisasi mengelola dan memantau risiko tersebut 

Risiko yang diidentifikasi dan 
bagaimana pengaruhnya 

terhadap bisnis 

Dampak keuangan 

Proses dan pengendalian 

Metrik dan target 

Upaya mitigasi dan adaptasi 

Deskripsi risiko dan peluang 
terkait keberlanjutan 

Dampak atau risiko terhadap 
model bisnis dan rantai nilai 

+ 

Analisis skenario 

+ 

+ 

+ 

Manajemen Risiko Metrik dan Target 

Bukti Indikator RSPO yang digunakan untuk mengungkapkan informasi pada 
Manajemen Risiko serta Metrik dan Target 
 

M&T 

RM 



 
 

 36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bagian 6:  
Contoh ilustratif 
penerapan RSPO 
P&C dalam 
pelaporan IFRS 
SDS 
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6. Contoh ilustratif 
 
Bagian ini menyajikan tujuh contoh ilustratif pengungkapan untuk SRRO yang selaras dengan topik Prinsip 
RSPO. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana pelapor dapat menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO 
untuk mengungkapkan informasi pada aspek Manajemen Risiko serta Metrik dan Target untuk SRRO yang 
telah diidentifikasi. 
 
Setiap contoh disusun dalam tiga bagian: (i) tindakan mitigasi dan adaptasi, proses, serta pengendalian; (ii) 
dampak keuangan saat ini dan yang diantisipasi; dan (iii) metrik dan target. Ini didasarkan pada struktur 
pengungkapan ilustratif yang ditunjukkan pada Bagian 4.4.3 dan 5.2.2, yang disusun ulang untuk 
menunjukkan bagaimana bukti RSPO P&C dapat dimanfaatkan. 
 
Disclaimer:  
1. Ketujuh contoh yang disajikan dalam bagian ini bersifat ilustratif dan hanya untuk tujuan panduan. 
2. Contoh-contoh ini menunjukkan berbagai cara yang memungkinkan di mana Prinsip, Kriteria, dan 

Indikator RSPO dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan pengungkapan yang selaras dengan IFRS SDS. 
3. Contoh-contoh ini tidak bersifat preskriptif, dan penerapannya dapat berbeda tergantung pada 

konteks operasional UoC serta persyaratan yurisdiksi yang berlaku. 
 
Cara menavigasi contoh ilustrasi: 
 
Catatan: Ketujuh contoh dan referensi dalam bagian ini bersifat ilustratif dan hanya dimaksudkan sebagai 
panduan. Contoh-contoh ini tidak bersifat komprehensif. 

 

23 Cakrawala waktu yang didefinisikan dalam contoh ilustrasi diadaptasi dari Laporan Keberlanjutan Ilustratif untuk 
Sektor Perkebunan berdasarkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS. Pelapor diharuskan untuk menentukan 
dan menjelaskan cakrawala waktunya sendiri sesuai dengan persyaratan IFRS SDS.

Contoh Risiko Material Y yang diidentifikasi dari Prinsip/Kriteria 
RSPO. 

Lihat ke: Proses 1 untuk mengidentifikasi SRRO menggunakan 
Prinsip dan Kriteria (5.2.1). 

Indikator terkait yang memitigasi Risiko 
Y. Lihat: Proses 2 untuk menggunakan 

Indikator untuk pengungkapan 
Manajemen Risiko (5.2.3). 

Tindakan mitigasi, proses, dan kontrol 
dari penerapan persyaratan Indikator. 

Ini untuk menggambarkan bahwa 
petani mungkin sudah memiliki 
langkah-langkah mitigasi untuk 

mengatasi risiko yang teridentifikasi. 

 Dampak keuangan saat ini dan yang 
diantisipasi dari Risiko Y dan tindakan 
mitigasi/adaptasi yang direncanakan. 

Cakrawala waktu
23 

yang digunakan 
dalam contoh-contoh ini diberikan 

sebagai:  
• jangka pendek (ST) 0 hingga 12 

bulan; 
• jangka menengah (MT) 1 hingga 5 

tahun;  
• jangka panjang (LT) lebih dari 5 

tahun.  

Indikator yang menentukan metrik dan target untuk memantau dan mengelola Risiko Y. Lihat ke: 
Proses 3 untuk menggunakan Indikator untuk pengungkapan Metrik dan Target (5.2.4).  
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6.1 Contoh ilustrasi: Transparansi, etika & tanggung jawab, Prinsip 1, Kriteria 1.2 
 
Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko hukum dan reputasi yang timbul akibat 
ketidakpatuhan terhadap standar sumber yang etis dapat menyebabkan gangguan operasional akibat 
investigasi dan penundaan produksi. Hal ini dapat menimbulkan sanksi hukum, menurunkan kepercayaan 
pemangku kepentingan, serta mengurangi kepercayaan investor, yang pada akhirnya mengakibatkan 
hilangnya akses ke pasar premium dan penurunan margin penjualan. 
 

Contoh tindakan mitigasi dan adaptasi, proses, dan pengendalian 

Indikator RSPO 2024 Tindakan mitigasi, proses, dan pengendalian 
1.2.1 UoC harus mengembangkan kebijakan yang 
berkomitmen terhadap kode etik dalam seluruh 
operasi dan transaksi bisnis. Kebijakan ini harus 
dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan tenaga 
kerja dan operasional. 
 
Kebijakan tersebut antara lain harus mencakup: 
A) Menghormati praktik usaha yang adil; dan 
B) Larangan terhadap segala bentuk korupsi, 
penyuapan, serta penyalahgunaan dana dan sumber 
daya yang bersifat curang. 
 
1.2.2 Proses atau prosedur untuk menangani 
pelanggaran etika harus dikembangkan dan 
diterapkan. 

Kepatuhan terhadap sumber yang etis (sumber TBS) 
dan penegakan hukum 
• Penyusunan dan penerapan kebijakan dan 

prosedur (Kode Etik, Pedoman Sumber Etis, 
Kebijakan Perilaku Etis) 

• Pelaksanaan pelatihan kebijakan dan pelatihan 
penyegaran secara berkala 

• Penetapan uji tuntas pihak ketiga; penyaringan 
pemasok dan mitra untuk sumber TBS yang etis 

• Penerapan kontrol internal & audit memantau 
kepatuhan terhadap Kebijakan Sumber Etis 

Dampak keuangan 

Saat ini Diantisipasi 

• Biaya berkelanjutan untuk memelihara Kode Etik 
• Pengeluaran untuk pelatihan kepatuhan, 

program peningkatan kesadaran, serta audit 
internal 

• Biaya penyaringan pemasok, termasuk potensi 
keterlambatan onboarding pemasok dan 
kemungkinan pergantian pemasok 

• Terhindarnya sanksi hukum dan penghematan 
biaya melalui meminimalisasi gangguan 
operasional (ST) 

• Peningkatan akses terhadap pembiayaan terkait 
keberlanjutan dengan suku bunga pinjaman yang 
lebih rendah karena kepercayaan investor yang 
meningkat (MT) 

 
Jika risiko tidak dikurangi: 
• Kehilangan pendapatan akibat keterlambatan 

karena kualitas pemasok yang buruk (MT-LT) 

Metrik dan target 

Metrik 
• Jumlah sesi pelatihan yang diselenggarakan 

setiap tahun dan jumlah karyawan yang dilatih 
tentang Kode Etik, termasuk catatan yang 
didokumentasikan* 

• % pemasok yang disaring untuk kepatuhan 
terhadap sumber etis setiap tahun* dan % TBS 
yang mematuhi persyaratan sumber etis 

• Frekuensi audit internal/eksternal yang 
dilakukan terkait kepatuhan etika* 

• Jumlah insiden ketidakpatuhan sumber etis yang 
dilaporkan dan diselesaikan* 

• % minyak sawit yang bersumber yang 
disertifikasi dengan standar lingkungan atau 
sosial oleh pihak ketiga** 

Target 
• % karyawan yang ditargetkan untuk dilatih 

tentang sumber etis setiap tahun* 
• % karyawan dan pemasok yang mengakui kode 

etik* 
• Nol ketidakpatuhan/hukuman hukum* 
• % minyak sawit yang bersumber berdasarkan 

biaya yang disertifikasi sesuai standar lingkungan 
atau sosial oleh pihak ketiga** 

Metrik dan Target diadaptasi dari: *2024 RSPO P&C dan **Standar SASB (Produk Pertanian). Indikator 
RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi 
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6.2 Contoh ilustratif: Kepatuhan hukum & akuntabilitas, Prinsip 2, Kriteria 2.3 

Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko hukum dan reputasi yang timbul akibat verifikasi 
yang tidak memadai atas legalitas dan asal TBS pihak ketiga dapat mengakibatkan sanksi hukum, 
hilangnya akses ke pasar premium, serta peningkatan biaya operasional akibat perolehan pasokan 
alternatif dengan harga yang lebih tinggi. 

Contoh tindakan mitigasi dan adaptasi, proses, dan pengendalian 

Indikator RSPO 2024 Tindakan mitigasi, proses, dan pengendalian 
2.3.1 Untuk seluruh pemasok TBS tidak langsung, 
pabrik dalam UoC harus memperoleh dokumentasi 
mengenai asal-usul dan legalitas TBS, yang 
mencakup: 
• Lokasi geografis pemasok TBS; 
• Bukti status hukum lahan (termasuk penguasaan 

dan hak penggunaan oleh pemasok atau 
pekebun kecil); dan 

• Bukti izin usaha yang sah untuk aktivitas 
pembelian dan penjualan TBS. 

 
2.3.2 Untuk pemasok TBS tidak langsung, pabrik 
dalam UoC harus melibatkan pemasok tersebut 
untuk memastikan keterlacakan dan legalitas. UoC 
harus mampu menunjukkan persentase TBS yang 
langsung maupun tidak langsung dari sumber yang 
legal, dengan dukungan dokumentasi yang tersedia 
selama audit untuk menunjukkan kemajuan dalam 
keterlacakan dan legalitas. 

Kepatuhan terhadap sumber TBS yang sah dan 
ketertelusuran rantai pasok: 
• Pengembangan dan penerapan kebijakan 

dokumentasi pemasok dan SOP ketertelusuran, 
termasuk kewajiban audit pemasok oleh pihak 
independen 

• Pemeliharaan catatan tahunan pemasok TBS 
tidak langsung 

• Investasi dalam solusi teknologi ketertelusuran 
untuk mengintegrasikan platform data guna 
mendokumentasikan lokasi geografis, hak 
pengguna lahan, serta izin usaha untuk seluruh 
pemasok TBS 

• Pelaksanaan rencana pelibatan pemasok yang 
mencakup proses onboarding, pelatihan, serta 
tindakan perbaikan 

Dampak keuangan 

Saat ini Diantisipasi 

• Belanja modal untuk memperoleh dan 
menerapkan dokumentasi pemasok dan sistem 
ketertelusuran, termasuk platform teknologi 
informasi (TI) dan integrasi sistem 

• Biaya operasional untuk lisensi perangkat lunak, 
pemeliharaan, serta pembaruan sistem 

• Biaya verifikasi termasuk pemeriksaan geolokasi, 
validasi kepemilikan lahan, dan audit pemasok 
tahunan 

• Biaya pelatihan untuk pemasok dan tim 
kepatuhan 

• Peningkatan biaya akibat program pelibatan 
pemasok, inisiatif peningkatan kapasitas, serta 
pemantauan kepatuhan (ST-LT) 

• Peningkatan margin penjualan akibat akses ke 
pasar premium (MT-LT) 

• Penghindaran sanksi hukum dari risiko dalam 
rantai pasok (MT-LT) 

• Investasi berkelanjutan dalam teknologi 
ketertelusuran (LT) 

 
Apabila risiko tidak dimitigasi:  
• Biaya yang lebih tinggi dari kepatuhan tambahan 

untuk remediasi dan verifikasi (ST-LT) 

Metrik dan target 

Metrik 
• % pemasok TBS pihak ketiga dengan kepemilikan 

lahan dan izin operasi legal yang terverifikasi* 
• % volume TBS dapat dilacak hingga tingkat 

perkebunan berdasarkan data geografis* 
• Pendapatan tahunan dari pasar bersertifikat 

premium 
• Jumlah audit pemasok tahunan terkait 

ketidaksesuaian dan tingkat tindakan korektif 
yang timbul dari audit pemasok tahunan*,** 

• % minyak sawit yang bersumber yang 
disertifikasi sesuai standar lingkungan atau sosial 
pihak ketiga** 

Target 
• % ketertelusuran hingga tingkat perkebunan 

dalam jangka waktu tertentu* 
• % pemasok TBS pihak ketiga yang diverifikasi 

untuk kepatuhan hukum dan ketertelusuran 
hingga titik asal mereka* 

• % peningkatan pendapatan dari pasar 
bersertifikat premium dari tahun ke tahun 

• % kesesuaian audit pemasok dan tindakan 
korektif yang ditutup*,** 

• % minyak sawit yang bersumber berdasarkan 
biaya yang disertifikasi sesuai standar lingkungan 
atau sosial pihak ketiga** 

Metrik dan Target diadaptasi dari: *2024 RSPO P&C dan **Standar SASB (Produk Pertanian). Indikator 
RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi 
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6.3 Contoh ilustratif: Produktivitas, ketertelusuran & dampak positif, Prinsip 3, Kriteria 3.1 
& 3.4 
 
Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko fisik akibat keterlambatan atau kurangnya 
penerapan praktik pertanian adaptif terhadap perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan hasil 
panen serta gangguan operasional, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial akibat 
penurunan profitabilitas. 
 

Contoh tindakan mitigasi dan adaptasi, proses, dan pengendalian 

Indikator RSPO 2024 Tindakan mitigasi, proses, dan pengendalian 
3.1.3 Manajemen puncak harus meninjau rencana 
pengelolaan usaha setiap tahun untuk menangani 
risiko, memungkinkan perencanaan bisnis yang 
adaptif, serta mendukung perbaikan berkelanjutan. 
 
3.4.1 UoC harus melakukan estimasi tahunan 
terhadap potensi hasil TBS. 
 
3.4.2 Perubahan kesuburan tanah dan tingkat nutrien 
tanaman harus dipantau, didokumentasikan, dan 
dikelola. 
 
3.4.3 Praktik Pertanian yang Baik (PPB), sebagaimana 
tercantum dalam Standar Operasional Prosedur 
(SOP) UoC, harus diterapkan untuk mengelola 
kesuburan tanah, mengoptimalkan hasil panen, serta 
meminimalkan dampak lingkungan. 

Penerapan praktik pertanian adaptif terhadap 
perubahan iklim serta manajemen keberlanjutan, 
termasuk: 
• Pelaksanaan peninjauan tahunan rencana bisnis 

dan/atau manajemen untuk menilai risiko 
keberlanjutan dan iklim 

• Integrasi SOP ke dalam PPB untuk pengelolaan 
kesuburan tanah, penggunaan sumber daya yang 
efisien, atau pengelolaan hama terintegrasi 

• Pemeliharaan dokumentasi dan pencatatan hasil 
peninjauan rencana bisnis serta uji coba 
agronomi  

Dampak keuangan 

Saat ini Diantisipasi 

• Pengeluaran untuk uji coba agronomi, serta 
program pengelolaan tanah dan air untuk 
mendukung inisiatif peningkatan hasil panen 

• Biaya untuk pupuk, perbaikan kesuburan tanah, 
serta tindakan perbaikan berkelanjutan 

• Biaya peninjauan rencana bisnis tahunan dan 
layanan konsultasi eksternal 

• Pengeluaran untuk teknologi pertanian adaptif 
terhadap iklim serta kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) praktik agronomi 
berkelanjutan 

• Biaya pelatihan bagi tim perkebunan untuk 
penerapan PPB 

• Investasi untuk perluasan Litbang dan layanan 
konsultasi untuk menjaga daya saing (MT-LT) 

• Peningkatan pendapatan dari peningkatan hasil 
panen serta penurunan biaya input melalui 
efisiensi sumber daya (MT-LT) 

• Peningkatan akses terhadap pembiayaan 
berbasis keberlanjutan dengan biaya pinjaman 
yang lebih rendah (LT) 

 
Apabila risiko tidak dimitigasi:  
• Pendapatan dan produktivitas tertunda dari 

extended non-yielding phase (ST-MT) 
• Peningkatan pengeluaran untuk restorasi tanah 

dan pengelolaan air, termasuk modifikasi 
peralatan (ST-MT) 

Metrik dan target 

Metrik 
• Hasil TBS per hektar dibandingkan dengan tolok 

ukur yang disesuaikan dengan iklim* 
• Kandungan bahan organik tanah (%) sebagai 

indikator ketahanan* 
• % pekerja yang dilatih mengenai PPB adaptif 

iklim* 
• Total air yang diambil, dikonsumsi dan efisiensi 

penggunaan air (liter air per ton TBS yang 
diproduksi) *,** 

• Jumlah insiden ketidakpatuhan terkait dengan 
izin, standar, dan peraturan kualitas air** 

Target 
• % item tindakan dari paket ditutup* 
• % penanaman baru yang menggunakan bahan 

tahan iklim* 
• % peningkatan poin karbon organik tanah* 
• % pengurangan intensitas penggunaan air*,** 

Metrik dan Target diadaptasi dari: *2024 RSPO P&C dan **Standar SASB (Produk Pertanian). Indikator 
RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi



 
 

 41 

6.4 Contoh ilustratif: Masyarakat dan hak asasi manusia, Prinsip 4, Kriteria 4.1, 4.3 & 4.7 
 
Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko hukum dan reputasi yang timbul akibat konflik 
atau sengketa lahan dapat menyebabkan gangguan operasional, seperti penundaan atau penghentian 
sementara operasi serta penolakan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi 
hukum, pembayaran kompensasi, serta kehilangan pendapatan akibat penurunan kepercayaan pemangku 
kepentingan. 

Contoh tindakan, proses, dan pengendalian mitigasi dan adaptasi 

Indikator RSPO 2024 Tindakan mitigasi, proses, dan pengendalian 

4.1.1 UoC harus mempertahankan mekanisme yang 
disepakati bersama, transparan, dan dapat diakses 
untuk menyelesaikan sengketa dan konflik lahan 
secara efektif dan tepat waktu, serta menjamin 
anonimitas dan perlindungan bagi pengadu sesuai 
dengan kebijakan RSPO terkait Pembela Hak Asasi 
Manusia. 
 
4.3.1 Dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau 
penguasaan lahan secara sah, atau penggunaan lahan 
adat yang diotorisasi, harus diperoleh melalui proses 
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa 
Paksaan (PADIATAPA).  
 
4.7.3 Apabila terdapat bukti perolehan lahan dari 
pemilik sebelumnya atau klaim atas hak adat 
sebelum operasi berjalan, dan terdapat kepentingan 
yang belum terselesaikan, UoC harus memastikan 
bahwa klaim tersebut diselesaikan sesuai dengan 
persyaratan yang relevan. 

Resolusi konflik dan keterlibatan pemangku 
kepentingan: 
• Pengembangan dan penerapan proses 

penyelesaian konflik/sengketa yang 
terdokumentasi untuk mengatasi dan 
menyelesaikan permasalahan terkait lahan 

• Pemeliharaan catatan semua konflik yang 
diajukan, tindakan yang diambil, serta hasilnya, 
dengan pembaruan rutin yang disampaikan 
kepada pihak yang terkena dampak 

 
PADIATAPA dan hak atas tanah: 
• Mendokumentasikan semua konsultasi terkait 

PADIATAPA dan perjanjian yang dinegosiasikan 
• Melakukan pemetaan partisipatif dengan 

masyarakat yang terdampak dan pemangku 
kepentingan setempat untuk memperjelas batas 
dan hak atas tanah 

• Pengembangan dan menerapkan prosedur 
terdokumentasi untuk menghitung dan 
mendistribusikan kompensasi yang adil 

Efek keuangan 

Saat ini Diantisipasi 

• Biaya hukum dan sanksi akibat sengketa atau 
litigasi 

• Pembayaran kompensasi kepada pihak 
terdampak akibat pelanggaran hak atas lahan 

• Kehilangan pendapatan akibat keterlambatan 
atau penghentian operasi 

• Premi asuransi yang lebih tinggi akibat 
peningkatan risiko 

• Peningkatan biaya operasional untuk pemangku 
kepentingan dan keterlibatan masyarakat (ST-LT) 

• Premi asuransi lebih rendah seiring dengan 
perbaikan profil risiko (MT) 

• Investasi dalam sistem TI untuk pemetaan dan 
dokumentasi partisipatif (MT-LT) 

 
Jika risiko tidak dikurangi: 
• Biaya berkelanjutan untuk perwakilan hukum dan 

penyelesaian sengketa (ST-LT) 
• Biaya pinjaman yang lebih tinggi akibat 

kehilangan sertifikasi karena ketidakpatuhan 
(MT-LT) 

Metrik dan target 

Metrik 
• Jumlah keluhan terkait tanah yang diterima, 

diselesaikan, dan yang masih tertunda*** 
• % keluhan diselesaikan dalam jangka waktu yang 

ditentukan (misalnya 90 hari)* 
• % pengembangan baru dengan proses FPIC yang 

terdokumentasi selesai* 
• Jumlah latihan pemetaan partisipatif yang 

dilakukan setiap tahun* 
• Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak 

masyarakat adat*** 

Target 
• 100% akuisisi lahan baru didahului oleh 

PADIATAPA dan perjanjian terdokumentasi* 
• Nol konflik lahan yang belum terselesaikan di 

luar jangka waktu 90 hari* 
• Nol insiden pelanggaran yang melibatkan hak-

hak masyarakat adat*** 

Metrik dan Target diadaptasi dari Standar *2024 RSPO P&C, **Standar SASB (Pengelolaan Kehutanan) dan 
***Standar GRI (411) . Indikator RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi.  
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6.5 Contoh ilustrasi: Inklusi pekebun kecil, Prinsip 5, Kriteria 5.1 & 5.2 
 
Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko reputasi dan gangguan rantai pasok yang timbul 
akibat kurangnya dukungan atau keterlibatan yang adil dengan pemasok pekebun kecil dapat 
menyebabkan dampak operasional, seperti terbatasnya akses terhadap pasokan TBS dari pekebun kecil, 
gangguan rantai pasok, serta peningkatan ketergantungan pada pemasok alternatif. Hal ini dapat 
menyebabkan biaya pengadaan yang lebih tinggi, potensi kehilangan sertifikasi, serta penurunan 
pendapatan akibat berkurangnya kapasitas produksi. 

Contoh tindakan mitigasi dan adaptasi, proses, dan pengendalian 

Indikator RSPO 2024 Tindakan mitigasi, proses, dan pengendalian 

5.1.4 Untuk mendukung inklusi pekebun kecil dan 
memperkuat daya saing, kemampuan, serta 
ketahanan rantai pasok, UoC harus memberikan 
akses bagi seluruh pekebun kecil untuk memperoleh 
rantai pasok bersertifikasi RSPO, termasuk pekebun 
kecil independen yang berminat. 
 
5.2.2 UoC harus memastikan pekebun kecil yang 
berpartisipasi dalam rencana dukungan memperoleh 
pemahaman dan praktik pertanian berkelanjutan 
utama yang diperlukan untuk meningkatkan 
produktivitas TBS. 
 
5.2.3 UoC harus mengidentifikasi peluang untuk 
meningkatkan mata pencaharian dan menerapkan 
kegiatan tambahan yang berkontribusi pada 
peningkatan mata pencaharian pekebun kecil. 
Kegiatan ini harus mempertimbangkan hasil 
konsultasi partisipatif dengan pekebun kecil. 
 

Keterlibatan yang adil dengan pekebun kecil 
• Pengembangan, penerapan, dan dokumentasi 

prosedur keterlibatan yang adil dan transparan 
• Pembentukan mekanisme penetapan harga TBS 

yang mempertimbangkan biaya produksi, kondisi 
pasar, serta menyediakan kerangka negosiasi 
yang transparan 

• Penyusunan perjanjian kontrak yang mencakup 
harga, gradasi mutu, syarat pembayaran, serta 
sosialisasi dalam bahasa yang mudah dipahami 
oleh pekebun kecil 

 
Dukungan pekebun kecil  
• Mengembangkan dan menerapkan rencana 

dukungan bagi pekebun kecil yang mencakup 
pelatihan tentang PPB 

• Dukungan terhadap sertifikasi petani kecil di 
bawah Standar Pekebun Swadaya RSPO (ISH) dan 
inisiatif RSPO lainnya, seperti Akademi Pelatihan 
Petani Kecil 

Efek keuangan 

Saat ini Diantisipasi 
• Kehilangan pendapatan akibat berkurangnya 

kapasitas produksi dari pasokan TBS yang tidak 
mencukupi 

• Potensi sanksi hukum atau regulasi apabila 
persyaratan sertifikasi tidak terpenuhi 

• Biaya untuk program pelatihan tentang PPB bagi 
pekebun kecil  

• Peningkatan pendapatan dari pasokan TBS 
bersertifikasi yang lebih tinggi dan peningkatan 
stabilitas rantai pasok (ST-MT) 

• Biaya operasional berkelanjutan untuk pelatihan, 
peningkatan kapasitas, dan pemantauan 
kepatuhan (ST-LT) 
 

Jika risiko tidak dikurangi: 
• Biaya sumber pasokan alternatif yang lebih 

tinggi karena keterlibatan petani kecil tetap 
tidak konsisten (ST-MT) 

• Biaya pinjaman dan pembiayaan yang lebih tinggi 
akibat kehilangan sertifikasi karena 
ketidakpatuhan (ST-MT) 

Metrik dan target 
Metrik 
• % TBS yang bersumber dari petani bersertifikat 

RSPO P&C*,** 
• Jumlah program pengembangan masyarakat 

berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat*** 
• Insiden gangguan pasokan terkait dengan 

pelepasan/konflik petani kecil* 
• % pemasok petani kecil yang dilatih tentang 

PPB* 
• % pemasok petani kecil yang didukung untuk 

sertifikasi RSPO ISH* 

Target 
• 100% petani telah menandatangani kontrak yang 

menguraikan harga, penilaian, dan ketentuan 
pembayaran* 

• 50% pemasok petani kecil dilatih tentang 
standar PPB dan RSPO setiap tahun* 

• 50% TBS yang bersumber dari petani kecil 
tersertifikasi di bawah Standar RSPO ISH* 

Metrik dan Target diadaptasi dari: *2024 RSPO P&C, **Standar SASB (Produk Pertanian) dan ***Standar 
GRI (204, 413). Indikator RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi.
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6.6 Contoh ilustrasi: Hak pekerja dan kondisi kerja Prinsip 6, Kriteria 6.9 
 

Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko hukum dan reputasi yang timbul akibat praktik 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tidak memadai serta kondisi kerja yang buruk dapat menyebabkan 
gangguan operasional, seperti penghentian produksi, cedera pekerja, dan potensi penghentian operasi akibat 
investigasi. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan premi asuransi, sanksi hukum, biaya remediasi, serta 
kerugian produktivitas. 
 

Contoh tindakan mitigasi dan adaptasi, proses, dan pengendalian 

Indikator RSPO 2024 Tindakan mitigasi, proses, dan pengendalian 
6.9.1 UoC harus menetapkan dan menerapkan kebijakan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Kebijakan harus 
tersedia untuk umum# dan disosialisasikan kepada 
seluruh Tenaga Kerja dalam bahasa yang mereka 
pahami. 
 
6.9.3 UoC harus melakukan identifikasi bahaya, 
penilaian risiko, dan pengendalian risiko (HIRARC) 
secara spesifik di pabrik dan perkebunannya.  
 
6.9.4 UoC akan mengembangkan dan menerapkan 
praktik mitigasi risiko dan tindakan korektif ('Rencana 
H&S') melalui konsultasi dengan komite H&S untuk 
pabrik dan perkebunan, berdasarkan HIRARC UoC. 
 
6.9.10 UoC harus mencatat cedera dan penyakit akibat 
kerja menggunakan metrik Insiden Waktu Hilang (LTI). 

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): 
• Menetapkan dan menerapkan kebijakan K3, 

memastikan ketersediaannya untuk umum dan 
dikomunikasikan dalam bahasa yang dipahami oleh 
seluruh pekerja 

• Menyampaikan sesi pelatihan K3 secara teratur, 
termasuk penanganan dan pembuangan bahan 
kimia yang aman, serta mempertahankan 
dokumentasi kehadiran dan pelatihan 

 

Rencana Kesehatan & Keselamatan: 
• Mengembangkan dan menerapkan Rencana H&S 

dengan tindakan korektif, termasuk peninjauan 
tahunan terhadap tingkat kecelakaan dan 
kehilangan waktu kerja 

• Memastikan kesiapsiagaan darurat melalui personel 
pertolongan pertama yang bersertifikat dan 
menetapkan protokol tanggap darurat untuk 
kecelakaan 

Efek keuangan 

Saat ini Diantisipasi 
• Kehilangan pendapatan akibat gangguan 

operasional akibat kecelakaan di tempat kerja  
• Perawatan medis dan biaya kompensasi untuk 

pekerja yang terluka atau kematian 
• Biaya hukum dan penyelesaian klaim cedera di 

tempat kerja 
• Daftar program pelatihan dan dokumentasi K3 
• Biaya penilaian HIRARC 
• Biaya audit H&S 

• Belanja modal untuk perbaikan peralatan dan 
fasilitas keselamatan (ST-MT) 

• Biaya kepatuhan berkelanjutan (pelatihan, audit, 
peralatan) dan langkah-langkah tata kelola (ST-LT) 

• Investasi dalam teknologi pemantauan keselamatan 
(MT) 
 

Jika risiko tidak dikurangi: 
• Premi asuransi yang lebih tinggi akibat insiden (ST-

MT) 
• Kehilangan produktivitas akibat masalah 

keselamatan berulang (ST-LT) 
• Biaya pinjaman dan pembiayaan yang lebih tinggi 

karena kehilangan sertifikasi akibat ketidakpatuhan 
(MT-LT) 

Metrik dan target 
Metrik 
• Tingkat Insiden Waktu Hilang (LTI)* 
• Tingkat Insiden yang Dapat Direkam (TRIR) dan 

Tingkat Frekuensi Nyaris Celaka (NMFR) untuk 
karyawan langsung dan kontrak** 

• Jumlah kematian di tempat kerja 
• % tindakan korektif dari HIRARC yang diterapkan 

dalam jangka waktu yang ditentukan (misalnya 90 
hari)* 

• % kehadiran untuk rapat Komite H&S* 
• Cakupan pelatihan pekerja (% pekerja yang dilatih 

tentang prosedur K3 dan penggunaan Alat 
Pelindung Diri (APD))*** 

Target 
• Pengurangan LTI dan TRIR* dari tahun ke tahun,** 
• Nol kasus kecelakaan fatal* 
• 100% staf operasional menerima pelatihan K3*,*** 
• Tindakan korektif 100% dari HIRARC diterapkan 

dalam jangka waktu yang ditetapkan* 

#Daftar persyaratan pengungkapan indikator RSPO P&C yang termasuk dalam Lampiran 
 
Metrik dan Target diadaptasi dari *2024 RSPO P&C, **Standar SASB (Produk Pertanian) dan ***Standar GRI 
(403). Indikator RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi.
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6.7 Contoh ilustrasi: Perlindungan dan konservasi lingkungan, Prinsip 7, Kriteria 7.3 & 7.5 
 
Deskripsi risiko terkait keberlanjutan potensi: Risiko fisik akut akibat gelombang panas 
berkepanjangan dan kejadian curah hujan ekstrem dapat memengaruhi panen TBS, menurunkan kualitas, 
serta merusak tanaman muda dan infrastruktur. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan operasional di 
kebun, pabrik, dan kilang, serta menyebabkan kerugian pendapatan. 
 

Contoh tindakan, proses, dan pengendalian mitigasi dan adaptasi 

Indikator RSPO 2024 Tindakan, proses, dan kontrol mitigasi 
7.3.1 (C): Lahan gambut dan tanah marginal harus 
diidentifikasi dan dipetakan. Survei tanah dan data 
topografi harus menjadi dasar perencanaan drainase, 
irigasi, jalan, serta infrastruktur di tingkat UoC. 
 
7.5.1 (C): Rencana pengelolaan air harus 
dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan 
penggunaan yang efisien, kualitas, dan ketersediaan 
air permukaan serta air tanah, dengan 
mempertimbangkan konsultasi dengan masyarakat 
yang terdampak. 
 
7.5.2 Konsumsi dan penarikan air di pabrik UoC harus 
dicatat, termasuk penggunaan air pabrik per metrik 
ton produk dan total volume yang diekstraksi. 
 
7.5.3 (C): Aliran air dan lahan basah harus dilindungi 
melalui pemeliharaan dan pemulihan cadangan 
riparian dan zona penyangga, sesuai dengan Manual 
Praktik Manajemen Terbaik (BMP) RSPO untuk 
Kawasan Riparian. 

Mitigasi gelombang panas yang berkepanjangan:  
• Penerapan sistem pengelolaan air, termasuk 

irigasi yang efisien, pemanenan air hujan, 
penggunaan mulsa dan tanaman penutup, dan 
penyimpanan air berkapasitas besar di seluruh 
operasi hulu dan hilir 

 
Mitigasi banjir parah:  
• Membangun tanggul di perkebunan pesisir, 

meningkatkan sistem drainase di perkebunan 
rawan banjir, dan mengintegrasikan data risiko 
banjir ke dalam rencana peremajaan untuk 
memandu investasi adaptasi yang spesifik 
terhadap lokasi 

Efek keuangan 

Saat ini Diantisipasi 

• Penurunan pendapatan akibat penurunan 
Tingkat Ekstraksi Minyak (OER) di perkebunan 
terdampak 

• Kehilangan persediaan akibat banjir serta 
kerusakan pada tanaman, yang mengarah pada 
potensi penghapusan aset 

• Peningkatan investasi pada infrastruktur mitigasi 
banjir dan gelombang panas 

• Kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan 
sistem drainase dibandingkan dengan periode 
sebelumnya 

• Belanja modal untuk pemasangan sistem 
drainase dan infrastruktur tahan banjir (MT-LT) 

• Investasi dalam teknologi pengelolaan air 
canggih (LT) 

 
Jika risiko tidak dikurangi: 
• Kehilangan pendapatan akibat keterlambatan 

atau berkurangnya panen TBS akibat banjir (ST-
MT) 

• Premi asuransi yang lebih tinggi akibat eksposur 
risiko fisik yang tinggi (ST-MT) 

• Peningkatan biaya perbaikan jalan dan 
infrastruktur akibat kerusakan oleh banjir (ST-
MT) 

Metrik dan target 

Metrik 
• % perkebunan dengan peningkatan infrastruktur 

mitigasi gelombang panas dan banjir yang telah 
terpasang* 

• % operasi yang terdampak oleh peristiwa cuaca 
ekstrem* 

• Durasi waktu henti operasional yang disebabkan 
oleh peristiwa cuaca ekstrem** 

• Jumlah penutupan atau relokasi fasilitas yang 
disebabkan oleh peristiwa cuaca ekstrem*** 

Target 
• 100% perkebunan dengan mitigasi gelombang 

panas dan banjir yang ditingkatkan telah 
terpasang* 

• Penurunan biaya rata-rata pemeliharaan drainase 
tahun-ke-tahun* 

• Penurunan tingkat insiden banjir dibandingkan 
dengan periode pelaporan terakhir* 

Metrik dan Target diadaptasi dari *2024 RSPO P&C, **Standar SASB (Produk Pertanian) dan ***Standar 
GRI (102) RSPO 2024. Indikator RSPO mungkin telah dipersingkat untuk tujuan ilustrasi.
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7. Gambaran besar 
 
Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO P&C) merupakan standar yang diakui secara global dan dipandang oleh 
para pemangku kepentingan, termasuk pelaku pasar modal, sebagai mampu memenuhi kebutuhan 
mereka dalam mewujudkan keberlanjutan dalam produksi minyak sawit. Cakupan RSPO P&C terhadap isu-
isu keberlanjutan yang spesifik bagi sektor minyak sawit membantu memposisikan sertifikasi RSPO P&C 
sebagai landasan bagi pekebun minyak sawit yang ingin menyelaraskan diri dengan persyaratan 
pengungkapan IFRS SDS, karena mendukung identifikasi serta pengelolaan risiko keberlanjutan sektoral 
yang selaras dengan ekspektasi investor. 
 
Dokumen panduan ini telah menguraikan persyaratan pengungkapan atas area konten inti dalam IFRS SDS 
serta mengilustrasikan suatu kerangka mengenai cara penyajian informasi untuk setiap SRRO yang telah 
diidentifikasi. Dokumen ini juga menjelaskan secara rinci bagaimana RSPO P&C dapat mendukung 
identifikasi SRRO, serta bagaimana pemanfaatan Indikator RSPO dalam standar tersebut dapat 
menyediakan bukti yang diperlukan untuk pengungkapan terkait Manajemen Risiko serta Metrik & Target. 
 
Dengan melampaui penerapan yang terbatas pada tingkat kebun dan pabrik, RSPO P&C juga dapat 
dimanfaatkan oleh pekebun untuk memperkuat kredibilitas pengungkapan mereka. Pendekatan ini 
meningkatkan kesiapan terhadap persyaratan regulasi bagi anggota pekebun RSPO, mendukung akses 
terhadap pembiayaan berkelanjutan, serta memperkuat posisi kompetitif dalam rantai pasok global. Lebih 
dari sekadar kepatuhan, pendekatan terhadap pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan 
ini memungkinkan anggota pekebun RSPO untuk menunjukkan ketahanan usaha serta meningkatkan 
keselarasan antara implementasi keberlanjutan operasional dan persyaratan pengungkapan. 
 
Langkah selanjutnya yang direkomendasikan: Anggota pekebun RSPO yang ingin mulai melaporkan 
berdasarkan IFRS S1 dan IFRS S2 dapat menggunakan panduan ini sebagai titik awal dan merujuk pada 
Laporan Keberlanjutan Ilustratif untuk Sektor Perkebunan berdasarkan Standar Pengungkapan 
Keberlanjutan IFRS, sebagaimana diterbitkan oleh Komite Penasihat Pelaporan Keberlanjutan Malaysia, 
untuk memperoleh contoh struktur, isi, dan pengungkapan. 
 
 

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=3e75904e-7289-4294-b9df-548f74e65965
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=3e75904e-7289-4294-b9df-548f74e65965
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8. Glosarium 
 
 

ACE Market 
(Pasar ACE) 

Pasar ACE (singkatan dari Akses, Kepastian, Efisiensi) merupakan pasar 
berbasis sponsor di Bursa Malaysia yang dirancang untuk perusahaan dengan 
prospek pertumbuhan tinggi. Pasar ini sebelumnya dikenal sebagai pasar 
Malaysian Exchange of Securities Dealing and Automated Quotation (MESDAQ) 
hingga tanggal 3 Agustus 2009. 

Activity 
(Aktivitas) 

Suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki 
kinerja24. 

Climate Disclosure 
Standards Board (CDSB) 
(Dewan Standar 
Pengungkapan Iklim) 

CDSB merupakan konsorsium internasional yang terdiri atas perusahaan dan 
organisasi nonpemerintah (LSM) lingkungan yang berkomitmen untuk 
memajukan dan menyelaraskan praktik pelaporan korporat global, sehingga 
sumber daya alam dan lingkungan diperhitungkan setara dengan aspek 
keuangan dalam pelaporan korporat. 
 

GHG Protocol 
(Protokol Gas Rumah Kaca 
(GKR)) 

Protokol GRK menetapkan kerangka kerja global yang komprehensif untuk 
mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca (GRK) dari operasi sektor 
swasta dan publik, rantai nilai, serta tindakan mitigasi. 

GRI Standards (GRI) 
(Standar Inisiatif Pelaporan 
Global) 

Standar GRI menyediakan bahasa umum bagi organisasi untuk melaporkan 
dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan materialitas dampak, 
sehingga memungkinkan pelaporan yang transparan dan akuntabel. 

IFRS S1 General 
Requirements for 
Disclosure of 
Sustainability-related 
Financial Information (IFRS 
S1) 
(IFRS S1 Persyaratan Umum 
untuk Pengungkapan 
Informasi Keuangan Terkait 
Keberlanjutan)  

IFRS S1 menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan 
perusahaan mengkomunikasikan kepada investor risiko dan peluang terkait 
keberlanjutan (SRRO) yang mereka hadapi dalam jangka pendek, menengah, 
dan panjang. Informasi ini disusun berdasarkan empat area konten inti 
sebagaimana ditetapkan dalam rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan 
Keuangan Terkait Iklim (TCFD). 

IFRS S2 Climate-related 
Disclosures (IFRS S2) 
(IFRS S2 Pengungkapan 
Terkait Iklim)  

IFRS S2 menetapkan persyaratan pengungkapan spesifik terkait iklim bagi 
perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang 
terkait iklim. IFRS S2 dibangun berdasarkan IFRS S1 dan sepenuhnya 
mengintegrasikan rekomendasi TCFD. 

IFRS Sustainability 
Disclosure Standards (IFRS 
SDS) 
(Standar Pengungkapan 
Keberlanjutan IFRS) 

IFRS SDS merupakan standar global untuk pengungkapan keberlanjutan yang 
disusun oleh ISSB, dengan tujuan memberikan informasi kepada investor 
mengenai SRRO yang berdampak terhadap prospek entitas. Standar utama 
terdiri dari IFRS S1 (pengungkapan umum) dan IFRS S2 (pengungkapan terkait 
iklim), yang mewajibkan organisasi untuk memberikan informasi yang relevan 
bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum. 

International Sustainability 
Standards Board (ISSB) 
(Dewan Standar 
Keberlanjutan 
Internasional) 

ISSB merupakan badan independen yang dibentuk oleh IFRS Foundation pada 
tahun 2021 untuk mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan 
global. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang konsisten, berfokus pada 
investor, mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan, sehingga 
meningkatkan keterbandingan antar pasar serta mengurangi fragmentasi 
pelaporan. 

National Sustainability 
Reporting Framework 
Malaysia (NSRF) 
(Kerangka Pelaporan 
Keberlanjutan Nasional 
Malaysia)  

NSRF bertujuan memastikan perusahaan di Malaysia menyampaikan informasi 
terkait keberlanjutan yang konsisten, dapat diandalkan, dan bernilai untuk 
mendukung analisis investor, daya tarik investasi, serta daya saing pasar. 
Kerangka ini mewajibkan penggunaan IFRS SDS sebagai standar dasar 
pelaporan keberlanjutan perusahaan, serta menetapkan persyaratan assurance 
bagi pelaporan keberlanjutan. 

Plan 
(Rencana) 

Pendekatan strategis yang sistematis atau serangkaian proses maupun 
prosedur untuk mencapai tujuan spesifik dalam suatu Unit Sertifikasi24 

 
24 2024 RSPO P&C, Bagian 2.1.1 
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Policy 
(Kebijakan) 

Niat dan arahan formal Unit Sertifikasi sebagaimana dinyatakan oleh 
manajemen untuk mencapai tujuan tertentu24. 

Process 
(Proses) 

Serangkaian aktivitas yang saling terkait atau berinteraksi yang dirancang 
untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu24. 

Procedure 
(Prosedur) 

Cara yang ditentukan untuk melaksanakan suatu aktivitas atau proses24. 

Roundtable on Sustainable 
Palm Oil Prinsiples & 
Criteria (RSPO P&C) 

RSPO P&C menguraikan persyaratan untuk budidaya dan produksi minyak 
sawit yang berkelanjutan, dilengkapi dengan panduan, dokumen turunan, serta 
sarana bagi anggota RSPO untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama. 
Kepatuhan terhadap RSPO P&C memastikan bahwa minyak sawit 
dibudidayakan dan minyak/produk sawit diproduksi secara bertanggung jawab, 
dengan menyeimbangkan kepentingan Manusia, Planet, dan Kemakmuran 
(People, Planet, and Prosperity).  

RSPO Criteria 
(Kriteria RSPO) 

Suatu kondisi atau hasil yang harus dipenuhi untuk mematuhi suatu Prinsip. 

RSPO Indicator 
IIndikator RSPO) 

Ukuran terukur yang menunjukkan bahwa Unit Sertifikasi telah memenuhi 
suatu Kriteria, berdasarkan penilaian objektif maupun subjektif. 

RSPO Principles 
(Prinsip RSPO) 

Pernyataan mendasar mengenai tujuan keberlanjutan tingkat tinggi dalam 
standar, yang mencakup Kriteria dan Indikator untuk mencapai tujuan tersebut. 

SASB Standards 
(Standar SASB) 

Standar SASB memungkinkan organisasi untuk memberikan pengungkapan 
spesifik industri terkait SRRO yang secara wajar dapat memengaruhi arus kas, 
akses terhadap pendanaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, 
atau panjang. 

Scope 1 Greenhouse Gas 
(GHG) Emissions 
(Cakupan 1 Emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK)) 

Emisi langsung dari operasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas 
pelapor. 

Scope 2 GHG Emissions 
(Cakupan 2 Emisi GRK) 

Emisi tidak langsung dari pembangkitan listrik, uap, pemanasan, atau 
pendinginan yang dibeli atau diperoleh oleh entitas pelapor. 

Scope 3 GHG Emissions 
(Cakupan 3 Emisi GRK) 

Seluruh emisi tidak langsung (di luar Cakupan 2) yang terjadi dalam rantai nilai 
entitas pelapor, termasuk emisi hulu dan hilir. 

SET100 SET100 adalah indeks pasar saham yang melacak 100 perusahaan terbesar dan 
paling likuid yang terdaftar di Stock Exchange of Thailand. 

System 
(Sistem) 

Sekumpulan elemen terstruktur dalam Unit Sertifikasi untuk menetapkan 
kebijakan (dengan tujuan) dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut24. 

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD) 
(Satuan Tugas 
Pengungkapan Keuangan 
Terkait Iklim) 

TCFD adalah sebuah inisiatif yang dipimpin oleh pelaku industri yang dibentuk 
untuk mengembangkan serangkaian rekomendasi pengungkapan keuangan 
terkait iklim yang bersifat sukarela. Rekomendasi tersebut kemudian 
diintegrasikan ke dalam IFRS SDS dan TCFD telah resmi dibubarkan pada tahun 
2023. 
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9. Lampiran 
 

9.1 Catatan tentang Daftar Persyaratan Pengungkapan Indikator RSPO P&C 
 
Lampiran ini menyajikan daftar referensi Indikator RSPO P&C beserta persyaratan pengungkapan terkait 
untuk mendukung kemudahan pelaporan ketika entitas mulai menyusun pengungkapan informasi 
keuangan terkait keberlanjutan. Daftar ini dibagi ke dalam empat kategori untuk memperjelas jenis 
persyaratan pengungkapan yang diperlukan untuk setiap Indikator serta bagaimana dokumentasi 
tersebut harus diperlakukan: (i) Bukti implementasi indikator25 yang harus didokumentasikan secara 
internal untuk tujuan audit, terutama untuk Lembaga Sertifikasi; (ii) bukti yang harus tersedia untuk 
pemangku kepentingan terkait dan/atau publik berdasarkan permintaan; (iii) bukti yang harus tersedia 
untuk umum; dan (iv) informasi yang diperlukan untuk pengungkapan umum berdasarkan Laporan 
Kemajuan Tahunan RSPO (ACOP). Indikator yang tidak diklasifikasikan dalam kategori mana pun 
menunjukkan bahwa tidak diperlukan bukti dokumentasi untuk Indikator tersebut. 
 
Sebagai referensi, RSPO P&C disusun berdasarkan Prinsip-prinsip berikut: 
 

• Prinsip 1: Perusahaan Perkebunan RSPO bertindak secara transparan, etis, dan bertanggung jawab 
 

• Prinsip 2: Perusahaan Pekebun RSPO beroperasi secara sah dan bertanggung jawab 
 

• Prinsip 3: Perusahaan Perkebunan RSPO mengoptimalkan produktivitas, menunjukkan 
kemamputelusuran, dan menciptakan dampak positif 

 
• Prinsip 4: Perusahaan Perkebunan RSPO menghormati masyarakat dan hak asasi manusia serta 

memberikan manfaat 
 

• Prinsip 5: Perusahaan Perkebunan RSPO mendukung dan memberikan kesempatan untuk 
pelibatan pekebun 

 
• Prinsip 6: Perusahaan Perkebunan RSPO menghormati hak pekerja dan kondisi kerja 

 
• Prinsip 7: Perusahaan Perkebunan RSPO melindungi, melestarikan, dan meningkatkan ekosistem 

sebagai pengelola lingkungan yang bertanggung jawab 
 
 
9.2 Catatan mengenai Laporan Kemajuan Tahunan RSPO (ACOP) 
 
ACOP menyajikan informasi agregat pada tingkat perusahaan induk, sedangkan laporan audit RSPO P&C 
disusun pada tingkat Unit Sertifikasi (UoC) dan mengikuti tahun lisensi. Pelaporan ACOP mengikuti siklus 
Januari–Desember untuk tahun sebelumnya dan dikompilasi pada tingkat perusahaan induk. Hal ini 
berbeda dengan laporan audit RSPO P&C yang disusun pada tingkat Unit Sertifikasi dan mengikuti tahun 
lisensi. Oleh karena itu, beberapa data dalam ACOP dapat berbeda dengan data yang disajikan dalam 
laporan audit P&C individu. 
 
 
 
 
 

 
25 Bukti mengacu pada bukti terdokumentasi dari implementasi indikator, seperti catatan, laporan, atau 
materi lain yang dapat diverifikasi yang menunjukkan kepatuhan. 
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Prinsip 1 
 

Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

1.1.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyediakan dokumen 
pengelolaan yang disebutkan dalam Standar Prinsip 
dan Kriteria RSPO kepada publik. Dokumen tersebut 
tidak boleh mengandung informasi rahasia. 

  Ya  

1.1.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan agar 
proses/prosedur konsultasi dan komunikasi dengan 
pemangku kepentingan yang relevan dicatat, 
dilaksanakan, dan dapat diakses. Penjelasan 
mengenai proses/prosedur dimaksud harus 
dilakukan oleh pejabat manajemen 
yang ditunjuk dalam bahasa dan bentuk yang 
sebagaimana mestinya. 

 Ya   

1.1.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengelola daftar pemangku 
kepentingan terkait. Catatan permintaan informasi 
oleh pemangku kepentingan terkait harus dikelola, 
termasuk tanggapan Unit Sertifikasi terhadap 
permintaan tersebut. 

Ya    

1.2.1 

Unit Sertifikasi harus membuat kebijakan yang 
mencerminkan komitmennya terhadap kode etik di 
semua operasi dan transaksi usaha. Kebijakan ini 
harus dikomunikasikan kepada tenaga kerja dan 
operasi di semua tingkat yang ada. 
 

Kebijakan ini setidaknya harus mencakup: 
A) Penghormatan atas praktik usaha yang adil; dan 
B) Larangan terhadap segala bentuk korupsi, 
penyuapan, dan penipuan dalam penggunaan dana 
dan sumber daya*. 
 

*Interpretasi Nasional harus menentukan peraturan 
nasional terkait yang mengatur tentang antikorupsi 

Ya    

1.2.2 
Proses atau prosedur penanganan pelanggaran kode 
etik harus disusun dan dijalankan. 

Ya    

1.3.1 

Unit Sertifikasi harus mengidentifikasi dampak HAM 
yang ada maupun yang berpotensi terjadi dalam 
operasi yang dilakukan pihaknya dan pemasok 
langsungnya, melalui pelaksanaan Uji Tuntas HAM. 
Dampak HAM yang ada dan berpotensi terjadi, 
sebagaimana teridentifikasi melalui Uji Tuntas HAM 
harus ditangani melalui rencana aksi yang disusun 
oleh Unit Sertifikasi. Rencana aksi tersebut harus 
ditinjau setidaknya sekali dalam dua tahun. 
 

Catatan Prosedural 
Kelompok Kerja HAM (HRWG) RSPO harus menyusun 
suatu panduan untuk  membantu agar anggota dan 
Unit Sertifikasi dapat mematuhi Indikator 1.3.1 
terkait kewajiban Uji Tuntas HAM masing-masing.  
Kelompok Kerja HAM RSPO harus menyediakan 
daftar kerangka kerja Uji Tuntas HAM yang diakui 
RSPO. 

Ya    
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Prinsip 2 
 

Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang 
akan tersedia 
berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

2.1.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus mematuhi semua persyaratan 
hukum yang berlaku dan terkait*. 
 

*Interpretasi Nasional harus menentukan semua 
undang-undang/peraturan nasional dan daerah yang 
berlaku, termasuk segala peraturan internasional 
yang telah diratifikasi 

Ya    

2.1.2 

Harus dibuat dan dilaksanakannya suatu sistem 
tercatat untuk memastikan kepatuhan hukum, dan 
harus berjalannya proses untuk melacak perubahan 
pada undang-undang/peraturan yang berlaku dan 
terkait. Sistem ini harus mencakup bukti uji tuntas 
legal (legal due diligence) atau evaluasi terhadap 
kepatuhan kontraktor terhadap hukum yang 
berlaku. 

Ya    

2.1.3 (K) 

Harus tersedianya bukti* legalitas operasi lahan oleh 
Unit Sertifikasi. Batas resmi secara hukum atau yang 
menjadi kewenangannya harus ditandai secara jelas 
dan terlihat dipelihara, serta penanaman harus 
dilakukan dalam batas resmi atau yang menjadi 
kewenangannya tersebut. 
 

*Interpretasi Nasional harus menentukan bukti-
bukti yang diwajibkan berdasarkan konteks negara 
yang bersangkutan. 

 Ya  Ya26 

2.2.1 

Unit Sertifikasi harus mengelola daftar pihak-pihak 
yang menjadi kontraktornya*. 
 

*Kontraktor yang terlibat dalam kegiatan yang 
termasuk dalam cakupan Prinsip dan Kriteria RSPO, 
termasuk kontraktor yang menyediakan layanan 
operasional, menyalurkan tenaga kerja, atau 
memasok TBS. 

Ya    

2.2.2 

Semua kontrak yang melibatkan kontraktor Unit 
Sertifikasi harus mewajibkan para kontraktor 
tersebut untuk mematuhi dan menunjukkan 
kepatuhan terhadap undang-undang/peraturan 
nasional dan daerah yang berlaku dan terkait. 

Ya    

2.2.3 

Semua kontrak yang melibatkan kontraktor Unit 
Sertifikasi harus melarang penggunaan pekerja 
anak, praktik kerja paksa atau penggunaan pekerja 
dari perdagangan manusia, dan pemungutan biaya 
perekrutan (dan biaya-biaya terkait) dari pekerja 
oleh kontraktor. 

Ya    

2.3.1 (K) 

Untuk semua TBS yang dibeli secara langsung, PKS 
yang berada dalam Unit Sertifikasi harus 
mendapatkan catatan asal-usul dan legalitas TBS . 
 

Catatan* dimaksud harus mencakup: 
A) geolokasi asal-usul TBS; 
B) bukti status legal lahan (termasuk hak 
kepenguasaan dan hak pemanfaatan) basis pasok 
atau pekebun; dan 
C) jika berlaku, bukti izin usaha resmi untuk jual-beli 
TBS. 
 

*Interpretasi Nasional harus menentukan praktik 
dan kebiasaan yang telah lazim diterima secara lokal 
terkait legalitas TBS yang secara umum dianggap 
setara dengan ketentuan hukum atau yang diterima 
oleh otoritas terkait (misalnya pengadilan adat). 

Ya   Ya27 

 
26Anggota RSPO diharuskan menyerahkan peta konsesi yang diperbarui selama jendela pengajuan ACOP tahunan setiap kali ada 
akuisisi baru, perubahan batas, atau perubahan kepemilikan konsesi. 
27 Anggota RSPO dengan operasi petani diharuskan memberikan data geolokasi yang akurat untuk semua konsesi. 
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang 
akan tersedia 
berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

2.3.2 (K) 

Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak 
langsung, PKS yang berada dalam Unit Sertifikasi 
harus bekerja sama dengan pemasok untuk 
memastikan kemamputelusuran dan legalitas TBS 
tersebut. Selama audit, Unit Sertifikasi harus 
menyampaikan persentase tahunan volume TBS 
yang diperoleh secara tidak langsung dengan 
disertai catatan-catatan yang ada untuk 
menunjukkan perkembangan/kemajuan dalam 
mencapai kemamputelusuran dan legalitas. 
 

Catatan* tersebut harus mencakup: 
A) geolokasi asal-usul TBS; 
B) bukti status legal lahan basis pasok atau pekebun 
(termasuk hak kepenguasaan dan hak pemanfaatan); 
dan 
C) jika berlaku, bukti izin usaha resmi untuk jual-beli 
TBS. 
 

*Interpretasi Nasional harus menentukan praktik 
dan kebiasaan yang telah lazim diterima secara lokal 
terkait legalitas TBS yang secara umum dianggap 
setara dengan ketentuan hukum atau yang diterima 
oleh otoritas terkait (misalnya pengadilan adat). 

Ya    

2.4.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat kebijakan untuk 
menghormati HAM pekerja, kontraktor, pemasok, 
masyarakat terdampak, dan Pembela HAM. 
Kebijakan ini harus melarang tindakan negatif 
terhadap pemangku kepentingan terdampak, 
termasuk Pembela HAM, pihak pengadu, saksi 
pelapor/pengungkap, dan juru bicara masyarakat 
yang menyampaikan pengaduan terhadap Unit 
Sertifikasi. 
 

Kebijakan ini harus tersedia secara publik. 

  Ya  

2.4.2 

Unit Sertifikasi dan jasa keamanan yang dikontrak 
olehnya harus melaksanakan kebijakan tersebut. 
Kebijakan tersebut harus disosialisasikan kepada 
pemangku kepentingan terdampak dalam bahasa 
yang mereka pahami. 

Ya    

2.5.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat dan melaksanakan 
sistem penanganan keluhan yang mudah diakses 
dan tidak memihak. 
 

Sistem ini harus: 
A) menjamin kerahasiaan atau anonimitas, jika 
diminta; 
B) sesuai untuk digunakan oleh pihak yang 
berpotensi mengajukan pengaduan, khususnya 
pekerja dan masyarakat terdampak; 
C) mempertimbangkan kebutuhan khusus yang 
dimiliki perempuan dan anak-anak; 
D) menjaga independensi dan ketidakberpihakan 
dalam menangani keluhan; 
E) tidak menghalangi penggunaan proses yudisial 
atau nonyudisial lain di luar Unit Sertifikasi untuk 
perkara yang sama oleh salah satu pihak; dan 
F) menyediakan perlindungan untuk mencegah 
kemungkinan adanya tindak balasan atau intimidasi 
terhadap pihak pengadu karena telah 
menyampaikan keluhan. 

 Ya   

2.5.2 

Unit Sertifikasi harus memastikan ketersediaan, 
akses, dan penyuluhan sistem penanganan keluhan 
untuk pemangku kepentingan terkait, khususnya 
pekerja dan masyarakat terdampak dalam bahasa 
dan format yang sesuai. 
 

Harus diberikan bantuan kepada pemangku 
kepentingan terkait, termasuk penyandang 
tunaaksara atau kelompok rentan yang mungkin 
kesulitan menerima penyuluhan atau memperoleh 
akses ke sistem penanganan keluhan. 

  Ya   
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang 
akan tersedia 
berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

2.5.3 (K) 

Status keluhan harus dicatat, dikelola, dan 
diperbarui. Semua keluhan yang diajukan harus 
ditanggapi, dan harus diselesaikan atau ditangani 
dalam proses penyelesaian. 
 

Catatan keluhan harus mencakup: 
A) langkah yang diambil untuk menyelesaikan 
keluhan; 
B) prosedur yang menjelaskan jadwal penanganan 
keluhan yang telah disampaikan; 
C) hasil proses penyelesaian keluhan; 
D) keluhan yang belum terselesaikan, termasuk 
status, persoalan yang mempengaruhi penyelesaian, 
dan langkah yang diambil Unit Sertifikasi untuk 
penyelesaian yang berpotensi dilakukan; dan 
E) verifikasi bahwa pihak pengadu (dan 
perwakilannya, jika ada) diberi informasi terkini 
mengenai perkembangan dan status kasusnya, 
dalam bahasa yang mereka pahami. 

Ya    

 
 
 



 
 

 54 

Prinsip 3 
 

Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

3.1.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
rencana pengelolaan usaha jangka panjang. Jika 
memungkinkan, rencana dimaksud harus mencakup 
kasus usaha yang disusun bersama untuk pekebun 
plasma. 

Ya    

3.1.2 
Rencana penanaman kembali jangka panjang harus 
disusun dan ditinjau setiap tahun. 

Ya    

3.1.3 

Rencana pengelolaan usaha harus ditinjau setiap 
tahun oleh pihak manajemen Unit Sertifikasi, untuk 
mengatasi risiko, membantu dilakukannya 
perencanaan usaha adaptif, dan untuk peningkatan 
berkesinambungan. 

Ya    

3.2.1 (K) 
Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi 
produksinya guna mengoptimalkan produktivitas. 

Ya    

3.2.2 

SOP Unit Sertifikasi harus dipantau agar dapat 
dilaksanakan secara konsisten. Catatan 
pemantauan beserta segala tindakan yang diambil 
harus dikelola dan tersedia 

Ya    

3.3.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus melaksanakan Penilaian 
Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) secara 
independen dalam semua penanaman baru atau 
operasi, termasuk PKS. SEIA harus dilakukan 
melalui cara-cara yang partisipatif dan melibatkan 
para pemangku kepentingan terdampak. 

Ya    

3.3.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan ketersediaan 
SEIA dan disusunnya rencana pengelolaan dan 
pemantauan sosial dan lingkungan melalui 
partisipasi pemangku kepentingan terdampak. 

Ya   Ya 

3.3.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus melaksanakan, meninjau, dan, 
sekurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dengan 
partisipasi dari masyarakat terdampak dan 
pemangku kepentingan terkait, memperbarui 
rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan 
lingkungannya. 

Ya    

3.4.1 
Unit Sertifikasi harus memperkirakan potensi hasil 
panen Tandan Buah Segar (TBS) setiap tahun. 

Ya    

3.4.2 
Perubahan tingkat kesuburan tanah dan unsur hara 
tanaman harus dipantau, dicatat, dan dikelola. 

Ya    

3.4.3 

Praktik Pertanian yang Baik (GAP) sebagaimana 
tercantum dalam Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Unit Sertifikasi, harus dilaksanakan untuk 
mengelola kesuburan tanah, mengoptimalkan hasil 
panen, dan meminimalkan dampak lingkungan. 

Ya    

3.5.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat dan menyediakan 
catatan tonase produksi tahunan aktual terkait 
minyak sawit mentah (CPO) dan Inti Sawit (PK) 
bersertifikat RSPO di PKS Unit Sertifikasi untuk 
tahun sebelumnya atau masa 12 bulan sebelumnya. 

Ya   Ya 

3.5.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat dan menyediakan 
catatan estimasi tonase produksi terkait Minyak 
Sawit Mentah (CPO) dan Inti Sawit (PK) 
bersertifikat RSPO di PKS Unit Sertifikasi 
berdasarkan catatan Rendemen Minyak Sawit 
(OER) dan Rendemen Inti Sawit (KER) yang disusun 
dicatat secara khusus untuk PKS tersebut. 

Ya   Ya 

3.5.3 (K) 

Prosedur Tercatat – Unit Sertifikasi harus memiliki 
prosedur tercatat yang lengkap dan terkini untuk 
pelaksanaan semua unsur model rantai pasok RSPO 
(Kesetimbangan Massa atau Penjagaan Identitas) 
yang berlaku bagi PKS Unit Sertifikasi. 

Ya    

3.5.4 (K) 

Audit Internal – Unit Sertifikasi harus memiliki 
prosedur tercatat untuk melaksanakan audit 
internal tahunan guna menentukan apakah PKS 
miliknya telah memenuhi persyaratan dalam 
Persyaratan Rantai Pasok RSPO untuk PKS (Kriteria 
3.5) dan ‘Aturan RSPO tentang Komunikasi Pasar 
dan Klaim’. 

Ya    
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

3.5.5 (K) 

Pembelian dan Pemerolehan Barang – Unit 
Sertifikasi harus memantau tingkat 
pembelian/pemerolehan TBS di PKS-nya. 
 

Pemantauan tingkat pemerolehan TBS Unit 
Sertifikasi harus mencakup: 
A) verifikasi dan pencatatan tonase dan sumber 
TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat yang 
diterima; 
B) pemberitahuan segera kepada Lembaga 
Sertifikasi Unit Sertifikasi jika ada proyeksi 
kelebihan produksi volume bersertifikat; dan 
C) proses/prosedur untuk menangani dan/atau 
mencatat TBS yang tidak memenuhi aturan yang 
berlaku. 

Ya   Ya28 

3.5.6 (K) 

Penjualan dan Pengiriman Barang – Unit 
Sertifikasi harus memastikan agar informasi 
penting yang dibutuhkan untuk minyak sawit dan 
produk sawit bersertifikat RSPO Unit Sertifikasi 
dilengkapi dan disediakan dalam bentuk dokumen. 

Ya   Ya28 

3.5.7 (K)  

Pengalihdayaan Kegiatan – Unit Sertifikasi tidak 
diperkenankan mengalihdayakan kegiatan pabrik di 
PKS Unit Sertifikasi. Jika PKS Unit Sertifikasi 
mengalihdayakan kegiatan apa pun kepada pihak 
ketiga independen (misalnya subkontraktor untuk 
penyimpanan atau pengangkutan), maka Unit 
Sertifikasi harus memastikan bahwa pihak ketiga 
independen tersebut telah mematuhi persyaratan 
terkait dalam Persyaratan Rantai Pasok RSPO 
untuk PKS (Kriteria 3.5). 

    

3.5.8 (K) 

Unit Sertifikasi harus, sebelum audit selanjutnya, 
mencatat dan menyediakan terlebih dahulu 
informasi rinci tentang semua kontraktor yang 
menangani secara fisik minyak sawit dan produk 
sawit Unit Sertifikasi yang bersertifikat RSPO 
kepada Lembaga Sertifikasi yang telah ditunjuk. 

Ya    

3.5.9 (K) 

Penyimpanan Catatan – Unit Sertifikasi harus 
menyimpan catatan/laporan yang akurat, lengkap, 
terbaru, dan dapat diakses, yang mencakup semua 
aspek terkait dalam persyaratan Standar Sertifikasi 
Rantai Pasok (SCC) RSPO. 

 Ya   

3.5.10 (K) 

Pengolahan – Untuk modul rantai pasok Penjagaan 
Identitas (IP), Unit Sertifikasi harus memastikan dan 
memverifikasi melalui prosedur terdokumentasi 
serta pencatatan bahwa minyak sawit dan produk 
kelapa sawit bersertifikat RSPO tetap dipisahkan 
dari minyak sawit dan produk kelapa sawit yang 
tidak bersertifikat di PKS Unit Sertifikasi (UoC). 
 

Pabrik Kelapa Sawit yang disertifikasi berdasarkan 
model rantai pasok Penjagaan Identitas (IP) tetap 
dapat mempertahankan status sertifikasi IP-nya 
ketika mengolah TBS pekebun bersertifikat yang 
ditransaksikan melalui sistem RSPO Credit (Book & 
Claim) tanpa pemisahan fisik, dengan ketentuan 
PKS memelihara catatan yang lengkap, transparan, 
dan dapat diaudit yang secara jelas membedakan: 
- TBS bersertifikat yang diolah berdasarkan sistem 
Penjagaan Identitas (IP) (dapat ditelusuri secara 
fisik hingga ke sumber bersertifikat), dan 
- TBS bersertifikat yang diproses/dijual di bawah 
sistem Kredit (tidak boleh diklaim sebagai volume 
output fisik bersertifikat IP) 

Ya    

 
28 Anggota RSPO diharuskan untuk mengungkapkan volume produk sawit bersertifikat (CSPO, CSPK) dan menentukan 
model rantai pasokan yang diterapkan untuk volume ini. 
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

3.5.11 (K) 

Unit Sertifikasi dan PKS-nya harus mematuhi semua 
persyaratan pendaftaran/pelaporan untuk modul 
rantai pasok RSPO yang sesuai (Kesetimbangan 
Massa atau Penjagaan Identitas) melalui Sistem 
Informasi RSPO. 

Ya    

3.5.12 (K) 

Unit Sertifikasi dan PKS-nya harus membuat klaim 
keberlanjutan terkait produksi minyak sawit dan 
produk sawit bersertifikat RSPO, hanya dengan 
cara-cara yang sesuai dengan ‘Aturan RSPO tentang 
Komunikasi Pasar dan Klaim’. 

Ya    
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Prinsip 4 
 

Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

4.1.1 (K) 

Jika terdapat konflik atau sengketa atas lahan dan 
sumber daya lainnya, maka Unit Sertifikasi harus 
memiliki proses yang disepakati bersama dan terbuka 
terhadap semua pihak terdampak untuk 
menyelesaikan konflik atau sengketa atas lahan dan 
sumber daya lainnya secara efektif, tepat waktu, dan 
sebagaimana mestinya. Proses ini harus memastikan 
anonimitas para penggugat, Pembela HAM, juru 
bicara masyarakat, saksi pengungkap/pelapor (jika 
diminta), dan meniadakan risiko tindak balasan atau 
intimidasi, serta sesuai dengan kebijakan terbaru 
RSPO tentang penghormatan bagi Pembela HAM. 

Ya    

4.1.2 

Di dalam proses tersebut terdapat opsi akses 
mendapatkan nasihat hukum dan teknis dari pihak 
independen, kemampuan penggugat untuk memilih 
orang-orang atau kelompok yang dapat 
mendukungnya dan/atau bertindak sebagai 
pengamat, serta opsi untuk didampingi mediator 
pihak ketiga. 

Ya    

4.1.3 
Proses ini dipahami oleh para pihak terdampak, 
termasuk mereka yang menyandang tunaaksara. 

    

4.1.4 

Unit Sertifikasi harus terus menginformasikan 
progres/kemajuan tersebut kepada para pihak 
berkonflik atau bersengketa, termasuk di dalamnya 
pertimbangan mengenai jadwal yang telah disepakati, 
dan hasilnya harus tersedia bagi dan diberitahukan 
kepada para pemangku kepentingan terkait. 

 Ya   

4.2.1 
Harus ditunjukkannya kontribusi terhadap 
pengembangan masyarakat berdasarkan hasil 
konsultasi dengan masyarakat setempat. 

Ya    

4.3.1 (K) 

Tersedianya dokumen yang menunjukkan kepemilikan 
atau sewa yang legal, atau izin pemanfaatan lahan 
adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) 
melalui proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan 
Diinformasikan (KBDD). Tersedianya dokumen 
tentang riwayat kepenguasaan lahan dan 
pemanfaatan lahan aktual secara legal ataupun adat. 

Ya    

4.3.2 

Tersedianya salinan dokumen yang membuktikan 
proses pembuatan kesepakatan dan perjanjian hasil 
negosiasi yang memerinci proses KBDD. Dokumen 
tersebut mencakup: 
A) Bukti telah disusunnya suatu rencana melalui 
konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan dengan 
itikad baik bersama semua kelompok masyarakat 
terdampak, dengan jaminan secara khusus bahwa 
kelompok rentan, minoritas, dan gender yang ada 
turut diminta pendapatnya. Bukti ini juga 
menerangkan sudah diberikannya informasi kepada 
semua kelompok terdampak, termasuk informasi 
tentang langkah yang diambil untuk melibatkan 
kelompok tersebut dalam pengambilan keputusan; 
B) Bukti bahwa Unit Sertifikasi menghormati 
keputusan setuju atau tidaknya masyarakat terhadap 
operasi pada saat keputusan tersebut diambil; dan 
C) Bukti telah dipahami dan diterimanya dampak 
legal, ekonomi, lingkungan, dan sosial oleh 
masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang 
akan dilakukan di atas lahannya. Konsekuensi ini 
mencakup dampak terhadap status legal tanah 
mereka jika masa berlaku alas hak, konsesi, atau sewa 
Unit Sertifikasi telah berakhir. 

Ya    

4.3.3 (K) 

Dibuatnya peta dengan skala yang sesuai, yang 
menunjukkan wilayah-wilayah yang di atasnya 
terdapat hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan 
lahan yang telah diakui, di mana hal ini dilakukan 
melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan para 
pihak terdampak (termasuk masyarakat yang berada 
di sekitarnya jika ada, dan otoritas terkait).  

Ya    
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

4.3.4 

Tersedianya segala informasi terkait dalam bentuk 
dan bahasa yang sesuai, termasuk penilaian dampak, 
pembagian manfaat yang diusulkan, dan pengaturan 
yang sesuai hukum yang berlaku 

Ya    

4.3.5 (K) 

Tersedianya bukti untuk menunjukkan bahwa 
masyarakat diwakili oleh lembaga atau perwakilan 
yang mereka pilih sendiri, termasuk penasihat hukum 
jika itu yang dipilih. 

Ya    

4.3.6 

Tersedianya bukti peninjauan tahunan terhadap 
pelaksanaan kesepakatan hasil negosiasi dalam 
proses KBDD, di mana hal ini dilakukan melalui 
konsultasi dengan para pihak terdampak. 

Ya    

4.4.1 (K) 
Tersedianya dokumen yang menunjukkan identifikasi 
dan penilaian terhadap hak legal, adat, dan 
pemanfaatan lahan. 

Ya    

4.4.2 (K) 

Diperolehnya KBDD untuk semua pengembangan 
sawit melalui proses yang menyeluruh, termasuk 
(secara khusus) penghormatan penuh terhadap hak 
legal dan hak adat masyarakat setempat atas wilayah, 
lahan, dan sumber daya yang ada melalui lembaga 
perwakilannya sendiri, serta disediakannya semua 
informasi dan dokumen terkait, di mana masyarakat 
diberikan opsi untuk akses yang didukung 
sepenuhnya untuk mendapatkan nasihat independen 
melalui proses konsultasi dan negosiasi yang tercatat, 
berjangka panjang, dan bersifat dua arah. 

 Ya   

4.4.3 

Tersedianya bukti bahwa masyarakat setempat yang 
terdampak telah memahami haknya untuk menolak 
operasi yang direncanakan di lahannya sebelum dan 
selama tahap pembahasan awal, selama tahap 
pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama 
negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan Unit 
Sertifikasi ditandatangani dan disetujui oleh 
masyarakat tersebut. Kesepakatan hasil negosiasi 
bersifat tidak memaksa, ditandatangani secara 
sukarela, dan dicapai sebelum dimulainya operasi 
baru. 

Ya    

4.4.4 

Dipertimbangkannya semua opsi penyediaan pangan 
dan air untuk memastikan ketahanan pangan dan air 
setempat, sebagai bagian dari proses KBDD, Penilaian 
Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) partisipatif, dan 
perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama 
masyarakat setempat. Proses alokasi lahan dilakukan 
secara transparan. 

 Ya   

4.4.5 

Tersedianya bukti bahwa masyarakat dan pemegang 
hak yang terdampak memiliki opsi untuk mengakses 
informasi dan nasihat yang tidak dipengaruhi oleh 
pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, 
ekonomi, lingkungan, dan sosial dari operasi yang 
diusulkan di lahannya. 

Ya    

4.4.6 

Tersedianya bukti bahwa masyarakat (atau 
perwakilannya) memberikan persetujuannya terhadap 
tahap perencanaan awal operasi lahan sebelum 
diterbitkannya konsesi baru atau alas hak atas tanah 
kepada pihak operator.  

Ya    

4.4.7 

Tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk 
perkebunan dan PKS setelah tanggal 15 November 
2018, yang berasal dari perampasan lahan oleh 
negara untuk kepentingan nasional tanpa persetujuan 
(eminent domain) yang terjadi sejak tahun 2005 atau 
setelahnya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu 
di mana pekebun mendapatkan manfaat dari program 
reformasi agraria atau program antinarkoba 

    

4.4.8 (K) 
Tidak ada lahan baru yang diperoleh di area yang 
didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara 
sukarela. 
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

4.5.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembangkan prosedur yang 
disepakati bersama untuk mengidentifikasi hak legal, 
hak adat, atau hak pemanfaatan lahan, serta 
memastikan berjalannya prosedur untuk 
mengidentifikasi orang-orang yang berhak 
mendapatkan kompensasi. 

Ya    

4.5.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembangkan prosedur yang 
disepakati bersama untuk menghitung dan 
memberikan kompensasi yang adil dan kesetaraan 
gender (dalam bentuk uang atau lainnya), yang 
dibuat, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara 
partisipatif, dan harus ada tindakan perbaikan yang 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 

Ya    

4.5.3 

Unit Sertifikasi harus menyediakan bukti diberikannya 
kesempatan yang setara kepada laki-laki dan 
perempuan untuk memegang hak atas tanah untuk 
penguasaan lahan dalam jumlah kecil. 

Ya    

4.5.4 

Unit Sertifikasi harus mencatat proses dan hasil dari 
semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran 
yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti 
partisipasi pihak terdampak, di mana catatan ini 
dipublikasikan kepada para pihak tersebut. 

  Ya  

4.6.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan dijalankannya 
prosedur yang disepakati bersama untuk 
mengidentifikasi orang-orang yang berhak 
mendapatkan kompensasi. 

Ya    

4.6.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan dijalankannya 
prosedur yang disepakati bersama untuk menghitung 
dan memberikan kompensasi yang adil (dalam bentuk 
uang atau lainnya) kepada pihak terdampak, di mana 
prosedur ini harus dicatat disediakan kepada pihak 
terdampak 

 Ya   

4.6.3 

Unit Sertifikasi harus memastikan agar masyarakat 
yang kehilangan akses dan hak atas tanah 
dikarenakan perluasan perkebunan diberikan 
kesempatan untuk memperoleh manfaat dari 
pengembangan perkebunan. 

    

4.7.1 

Dalam hal ada atau sudah pernah terjadi sengketa, 
Unit Sertifikasi harus memberikan bukti dilakukannya 
perolehan hak secara legal dan bukti diberikannya 
kompensasi sebagaimana telah disepakati bersama 
kepada semua orang yang pernah memiliki hak legal, 
hak adat, atau hak pemanfaatan pada saat 
dilakukannya perolehan tersebut, serta memberikan 
bukti-bukti dimaksud kepada para pihak yang terlibat 
dalam sengketa dan menunjukkan bahwa setiap 
kompensasi diterima melalui proses KBDD yang 
tercatat. 

 Ya   

4.7.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa tidak ada 
konflik lahan yang terjadi di wilayahnya. Dalam hal 
adanya konflik lahan, Unit Sertifikasi harus 
memastikan dilaksanakan dan disepakatinya proses 
penyelesaian konflik yang dapat diterima (lih. Kriteria 
4.1 dan 4.5) oleh para pihak yang terlibat. Untuk 
perkebunan yang baru diakuisisi, Unit Sertifikasi harus 
menangani semua konflik yang belum terselesaikan 
melalui mekanisme penyelesaian konflik yang 
sebagaimana mestinya. 

Ya    

4.7.3 

Jika terdapat bukti adanya perolehan lahan yang 
dilakukan melalui perampasan atau penglepasan hak 
adat dan hak pemanfaatan lahan secara paksa 
sebelum operasi yang dijalankan saat ini, serta masih 
adanya pihak pemegang hak adat dan hak 
pemanfaatan lahan yang dapat dibuktikan, maka Unit 
Sertifikasi harus memastikan bahwa klaim mereka 
akan diselesaikan menggunakan persyaratan yang 
relevan (lih. Indikator 4.3.2, 4.3.3 dan 4.3.4). 

Ya    
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

4.7.4 

Untuk setiap konflik atau sengketa lahan yang terjadi, 
Unit Sertifikasi harus memastikan dipetakannya 
cakupan wilayah sengketa secara partisipatif dengan 
melibatkan pihak-pihak terdampak (termasuk 
masyarakat di sekitarnya, jika ada). 

Ya    
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Prinsip 5 
 

Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang akan 
dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

5.1.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembangkan dan 
melaksanakan proses/prosedur untuk memiliki 
hubungan yang adil dan transparan dengan semua 
pekebun, termasuk pekebun swadaya bersertifikat 
RSPO yang berkepentingan. 
 

Proses/prosedur ini harus mencakup: 
A) Informasi harga yang dibayarkan saat ini dan 
sebelumnya untuk TBS yang dipasok ke PKS Unit 
Sertifikasi disediakan untuk publik atau jika diminta; 
B) Penjelasan yang transparan dan jelas mengenai 
mekanisme penentuan harga pasokan TBS Unit 
Sertifikasi (jika diminta); 
C) Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan 
besarnya premi TBS (jika berlaku); 
D) Kesepakatan bersama terkait ketentuan, jadwal 
kegiatan, anggaran, penerima manfaat, penjelasan 
sifat produsen, dan jangka waktu pembayaran untuk 
TBS yang dipasok; dan 
E) Inspeksi dan verifikasi tahunan terhadap alat 
timbang TBS Unit Sertifikasi oleh pihak ketiga 
independen atau otoritas pemerintah yang 
berwenang. 

 Ya Ya29  

5.1.2 (K) 

Jika ada kesepakatan kontrak antara Unit Sertifikasi 
dan pekebun untuk pasokan TBS, maka Unit 
Sertifikasi harus menyediakan bukti bahwa 
perjanjian tersebut disepakati bersama melalui 
proses yang adil dan transparan. 

 Ya   

5.1.3 (K) 

Jika ada kesepakatan kontrak pasokan TBS antara 
Unit Sertifikasi dan pekebun, maka harus 
ditunjukkan bukti bahwa pekebun memahami 
ketentuan-ketentuan utama perjanjian tersebut dan 
menerima pembayaran sesuai ketentuan yang 
tertera di dalamnya. 
 

Bukti ini harus mencantumkan, sekurangnya: 
A) Tanggal tanda terima/pencatatan; 
B) Harga per unit TBS yang dipasok dan jangka 
waktu pembayaran; 
C) Berat TBS yang dipasok; 
D) Pengurangan (jika ada); dan 
E) Total harga yang dibayar Unit Sertifikasi untuk 
TBS yang dipasok. 

Ya    

 
29 Hanya pada informasi harga 
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5.1.4 (C) 

Untuk mendukung pelibatan pekebun dan 
meningkatkan kemamputelusuran di sektor hilir, 
Unit Sertifikasi harus melibatkan secara aktif, 
melakukan konsultasi dengan, dan memberikan 
kesempatan kepada semua pekebun untuk 
mengakses rantai pasok Unit Sertifikasi yang 
bersertifikat RSPO jika dapat dilakukan, termasuk 
pekebun swadaya bersertifikat RSPO yang berminat. 
 

Jika terdapat peluang dapat dilakukannya kemitraan 
dan kerja sama pekebun, Unit Sertifikasi harus 
menyusun ketentuan atau perjanjian yang disepakati 
bersama, yang mengatur: 
Untuk kelompok pekebun swadaya yang tidak 
bersertifikat RSPO 
A) pengelolaan proses sertifikasi RSPO; 
B) peran dan tanggung jawab Unit Sertifikasi dan 
pekebun untuk menjalankan Sistem Kendali Internal 
(SKI); dan 
C) kepemilikan sertifikat. 
 

Untuk kelompok pekebun swadaya yang 
bersertifikat RSPO 
A) distribusi, penanganan, dan pemasaran TBS 
bersertifikat secara fisik, jika dapat dilakukan.  

Ya   Ya 

5.2.1 

Unit Sertifikasi harus menyusun, melaksanakan dan 
meninjau tahunan rencana dukungan bagi pekebun 
untuk meningkatkan kualitas praktik pertanian, 
melalui kerja sama dengan pekebun yang berminat 
dalam basis pasoknya. 
Rencana ini setidaknya harus mencakup: 
A) pelatihan tentang praktik pertanian 
berkelanjutan; 
B) dukungan untuk meningkatkan legalitas produksi 
TBS pekebun; dan 
C) dukungan untuk mengidentifikasi geolokasi asal 
TBS.  

Ya   Ya 

5.2.2 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa pekebun 
yang berminat dan berpartisipasi dalam rencana 
dukungan pekebun tersebut telah mendapatkan 
pelatihan dan dapat menunjukkan pemahamannya 
terkait praktik-praktik utama pertanian 
berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan 
produktivitas TBS. 
 

Pengembangan pelatihan di dalam rencana tersebut 
harus memprioritaskan pelatihan yang relevan 
dengan RSPO, yang selaras dengan 
persyaratan/panduan Prinsip dan Kriteria RSPO 
2024, sebagai topik dan tujuan yang sesuai bagi 
pekebun. 

Ya   Ya 

5.2.3 

Unit Sertifikasi harus mengidentifikasi potensi 
peluang dan melaksanakan kegiatan lainnya yang 
berkontribusi bagi peningkatan mata pencaharian 
pekebun yang ada dalam basis pasoknya. 
Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud 
harus mempertimbangkan hasil konsultasi 
partisipatif yang dilakukan dengan para pekebun 
tersebut. 

Ya   Ya 
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Prinsip 6 
 

Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang 
akan 

dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 

6.1.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
suatu kebijakan non diskriminasi yang berlaku pada 
perekrutan, penerimaan pekerja, cakupan kerja, gaji 
dan manfaat, akses mendapatkan pelatihan, 
promosi, fasilitas, dan peralatan kerja. Kebijakan ini 
harus tersedia secara publik dan disosialisasikan 
kepada tenaga kerja dan kontraktor. 

  Ya  

6.1.2 (K) 
Unit Sertifikasi harus memberikan kesempatan yang 
setara kepada semua pekerja. 

    

6.1.3 

Unit Sertifikasi harus memastikan agar semua 
pekerja mendapatkan remunerasi dengan nilai dan 
evaluasi yang setara untuk pekerjaan yang 
dilakukannya, dengan berdasarkan pengalaman dan 
kualitas kerjanya. 

Ya    

6.2.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
prosedur-prosedur untuk perekrutan, seleksi, 
pemberian kerja, promosi, pensiun, penangguhan, 
dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Prosedur-
prosedur ini harus dicatat dan disosialisasikan 
kepada semua pekerja dan dokumen dimaksud harus 
disediakan jika diminta. 

 Ya   

6.2.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa: 
A) Kontrak kerja harus mengatur ketentuan dan 
syarat kerja sesuai persyaratan hukum nasional atau 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (jika berlaku). 
Ketentuan dan syarat dimaksud harus mencakup 
upah, jam kerja reguler, pemotongan gaji, lembur, 
cuti sakit, hak cuti, cuti melahirkan, alasan 
pemecatan, repatriasi/pemulangan (jika ada), dan 
pemberitahuan PHK. 
B) Ketentuan dan syarat dalam kontrak kerja, atau 
PKB, beserta undang-undang ketenagakerjaan yang 
berlaku, harus disediakan bagi dan dijelaskan kepada 
pekerja dalam bahasa yang dipahaminya sebelum 
penandatanganan kontrak. Unit Sertifikasi harus 
memperoleh konfirmasi dari pekerja bahwa dirinya 
telah memahami ketentuan dan syarat kerja. 
C) Salinan kontrak kerja harus diberikan kepada 
pekerja. 
D) Alih kontrak tidak diperkenankan. Jika peraturan 
nasional mewajibkan lebih dari satu kontrak untuk 
ditandatangani pekerja, maka yang akan berlaku 
adalah standar atau ketentuan yang lebih tinggi. 
E) Segala perubahan kontrak kerja harus disepakati 
oleh pekerja. Ini tidak termasuk syarat dan 
ketentuan dalam PKB, jika ada. 

Ya    

6.2.3 

Unit Sertifikasi harus menunjukkan bahwa pekerja 
migran internasionalnya telah menandatangani 
kontrak kerja dengan Unit Sertifikasi, di negara 
tempat mereka direkrut. 

Ya    

6.2.4 

Unit Sertifikasi harus menyimpan daftar pekerja 
hingga lima tahun sejak tanggal pengunduran diri 
atau PHK pekerja, atau sebagaimana diatur dalam 
peraturan nasional. 
 

Catatan upaya remediasi atas kasus-kasus kerja 
paksa, perdagangan manusia, dan pembayaran biaya 
perekrutan (jika ada) harus disimpan hingga lima 
tahun sejak tanggal pengunduran diri atau PHK 
pekerja. 

Ya    

6.2.5 

Pekerja tetap purnawaktu harus digunakan untuk 
semua pekerjaan inti di Unit Sertifikasi. 
 

Pekerja lepas dan jangka pendek yang direkrut 
kembali lebih dari tiga kali berturut-turut harus 
diberikan kesempatan untuk menjadi pekerja tetap 
purnawaktu dalam perekrutan kembali yang 
keempat kalinya. 

Ya    
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6.2.6 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa: 
 

A) Semua pekerja dibayar dan diberikan slip gaji 
sesuai dengan ketentuan kontrak kerjanya (yakni 
bulanan, pekanan, harian, atau borongan, 
tergantung mana yang berlaku). 
B) Perincian slip gaji, termasuk di dalamnya 
penghitungan upah dan potongan sesuai hukum 
yang berlaku, disampaikan dengan jelas kepada 
pekerja dalam bahasa yang dipahaminya. 
C) Catatan disimpan untuk setiap dan masing-masing 
jenis pekerja yang memerinci jam kerja (baik reguler 
maupun lembur), penghitungan upah dan 
pemotongan sesuai hukum yang berlaku, dan upah 
yang sebenarnya dibayarkan. 
D) Jika ada beberapa anggota keluarga yang 
dipekerjakan oleh Unit Sertifikasi, maka setiap 
anggota keluarga harus memiliki slip gaji masing-
masing. Upah yang diterima harus dicantumkan 
dalam slip gaji masing-masing. 

Ya    

6.2.7 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa: 
 

A) Upah kerja borongan tidak kurang dari upah 
minimum legal bagi pekerjaan borongan atau upah 
yang ditetapkan dalam PKB, jika ada. Jika tidak ada 
upah minimum resmi bagi pekerjaan borongan atau 
yang diatur PKB, maka upah harus dihitung secara 
proporsional dan tidak kurang dari upah minimum 
resmi atau yang diatur dalam PKB. Target kerja yang 
ada harus dapat dicapai dalam jam kerja reguler. 
B) Upah lembur tidak kurang dari upah lembur resmi 
nasional atau besaran sebagaimana ditetapkan 
dalam PKB, jika ada. Jika tidak ada upah yang diatur 
secara legal atau dalam PKB, maka upah lembur 
tidak boleh kurang dari satu seperempat (1,25) upah 
reguler. 
C) Dalam hal berkurangnya hari kerja akibat cedera 
di tempat kerja, maka pekerja terdampak 
mendapatkan upah satu hari penuh (apa pun jenis 
hubungan kerjanya) atau berdasarkan ketentuan 
hukum atau PKB yang berlaku. Cedera di tempat 
kerja berarti cedera yang disebabkan oleh 
kecelakaan terkait kerja. 

Ya    

6.2.8 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyediakan rumah kepada 
pekerja yang tinggal dalam kawasan Unit Sertifikasi. 
Untuk rumah ini, harus dipastikan: 
A) keamanan struktur bangunan; 
B) memenuhi sekurangnya standar ruang minimum 
bagi setiap pekerja; 
C) adanya saluran air dan pembuangan sampah; 
D) adanya pasokan air, termasuk air yang aman 
diminum; 
E) adanya listrik; 
F) adanya fasilitas sanitasi, cuci, dan masak; dan 
G) perlindungan yang semestinya dari unsur cuaca. 
Unit Sertifikasi harus memastikan agar pekerja dan 
keluarganya (jika ada) memiliki akses untuk 
mendapatkan sarana kesehatan, pendidikan (untuk 
anak pekerja), dan kesejahteraan. Fasilitas dan 
sarana yang disediakan harus memenuhi persyaratan 
hukum nasional dan/atau internasional yang 
berlaku. 
Jika Unit Sertifikasi mengambil basis pasok yang 
tidak bersertifikat, maka pihaknya harus 
mengembangkan rencana yang merinci peningkatan 
infrastruktur jika diperlukan. Rencana tersebut 
harus dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sejak 
dimulainya produksi TBS dan Unit Sertifikasi harus 
meninjaunya setiap tahun. Rencana ini harus 
memenuhi persyaratan hukum nasional dan 
internasional yang berlaku. 

Ya    
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6.2.9 
Unit Sertifikasi harus memastikan agar pekerja 
memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang 
aman, cukup dan terjangkau. 

    

6.3.1 (K) 

Semua pekerja harus mendapatkan Upah Layak, 
sesuai dengan Revisi Strategi Upah Layak RSPO 
2023. 
 

Setiap tahun, Unit Sertifikasi harus menghitung upah 
yang berlaku sesuai ‘Prosedur RSPO untuk 
Penghitungan Upah yang Berlaku’. 
 

Catatan Prosedural 
Unit Sertifikasi harus menggunakan ‘Panduan RSPO 
tentang Penghitungan Upah yang Berlaku’ yang ada 
saat ini hingga adanya ‘Prosedur RSPO untuk 
Penghitungan Upah yang Berlaku’. Revisi Strategi 
Upah Layak RSPO 2023 memiliki 3 langkah utama: 
Langkah Pertama: Menghitung upah yang berlaku 
Langkah Kedua: Mengidentifikasi kesenjangan 
dengan Upah Layak. 
Langkah Ketiga: Memverifikasi dan mengatasi 
kesenjangan dengan Upah Layak. 

Ya    

6.4.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat dan melaksanakan 
suatu kebijakan yang mengakui kebebasan 
berserikat, melakukan perundingan bersama, dan 
menyusun PKB, jika dapat dilakukan. Kebijakan ini 
harus tersedia secara publik. 

  Ya  

6.4.2 

Unit Sertifikasi harus mengizinkan pencalonan, 
pembentukan, pelaksanaan fungsi, dan administrasi 
Organisasi Pekerja dan serikat pekerja yang 
terdaftar, yang bebas dari campur tangan pihak 
mana pun. Pekerja yang ikut serta dalam organisasi 
tersebut harus dilindungi dari diskriminasi, tindak 
balasan, dan intimidasi atau gangguan (termasuk 
ancaman) seperti hukuman atau konsekuensi 
negatif. 
 

Unit Sertifikasi harus menyediakan fasilitas gratis di 
bangunan-bangunannya agar pekerja dapat 
berpartisipasi dengan satu sama lain dan dengan 
perwakilannya. 

Ya    

6.4.3 

Unit Sertifikasi harus mencatat notula pertemuan 
antara pihaknya dan serikat pekerja atau perwakilan 
pekerja. Notula pertemuan ini harus diberikan jika 
diminta, dan dituangkan dalam bahasa yang 
dipahami pekerja. Tindakan-tindakan yang 
disepakati dalam pertemuan tersebut harus 
dilaksanakan dan status tindakannya harus terus 
diperbarui. 

 Ya   

6.5.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat dan melaksanakan 
kebijakan perlindungan anak serta larangan dan 
upaya remediasi/perbaikan untuk kejadian praktik 
pekerja anak. Kebijakan ini harus tersedia secara 
publik. 
 

Unit Sertifikasi harus melakukan sosialisasi tentang 
kebijakan ini beserta dampak negatif praktik pekerja 
anak kepada tenaga kerja, kontraktor, pemasok, dan 
pemangku kepentingan lainnya, dengan bahasa yang 
dapat mereka pahami. 

  Ya  

6.5.2 (K) 

Unit Sertifikasi diperbolehkan mempekerjakan 
pekerja muda berusia mulai 15 tahun untuk 
pekerjaan tidak berbahaya, dengan tetap mematuhi 
ketentuan usia kerja minimum dalam peraturan 
nasional atau kebijakan perusahaan, tergantung 
mana yang lebih tinggi. Pekerjaan tersebut tidak 
boleh mengganggu kegiatan pendidikan sekolah 
ataupun membahayakan kesehatan atau tumbuh 
kembang anak yang bersangkutan. Pekerja muda 
harus mendapatkan bayaran dan diberikan slip gaji 
masing-masing. 

Ya    
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6.5.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus mencatat dan melaksanakan 
prosedur verifikasi seleksi usia. Jika ditemukan 
adanya praktik pekerja anak, maka Unit Sertifikasi 
harus melakukan upaya perbaikan/remediasi 
sebagaimana diatur dalam “‘Panduan Mengenai Hak-
Hak Anak bagi Produsen Minyak Kelapa Sawit’ versi 
terbaru. 

Ya    

6.6.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus membuat dan melaksanakan 
suatu kebijakan yang melarang segala bentuk 
intimidasi dan pelecehan (termasuk ancaman), 
pelecehan seksual, perlakuan kejam, dan kekerasan. 
Harus ada prosedur untuk penyelidikan, tindakan 
pendisiplinan/pemberian sanksi, dan upaya 
remediasi/ perbaikan. Kebijakan ini harus tersedia 
secara publik dan disosialisasikan kepada tenaga 
kerja, pemasok, dan kontraktor dalam bahasa yang 
dapat mereka pahami. 

  Ya  

6.7.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
suatu kebijakan untuk melindungi hak pekerja 
perempuan (misalnya hak reproduksi, kesehatan 
maternal, dan keamanan perempuan). Kebijakan ini 
harus disediakan untuk publik dan disosialisasikan 
kepada tenaga kerja dengan bahasa yang dapat 
mereka pahami. 

  Ya  

6.7.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memfasilitasi pembentukan 
Komite Kesejahteraan dan Pemberdayaan 
Perempuan sebagai wadah bagi pekerja perempuan 
untuk membahas hal-hal seperti (akan tetapi tidak 
terbatas pada) persoalan terkait diskriminasi, 
keselamatan, keluhan, ataupun di seputar tempat 
kerja. Komite Kesejahteraan dan Pemberdayaan 
Perempuan harus diizinkan untuk menentukan 
frekuensi pertemuan. Pertemuan ini harus 
diselenggarakan dengan bahasa yang dipahami atau 
biasa digunakan oleh para anggotanya. Unit 
sertifikasi harus menyediakan ruang pertemuan 
yang aman dan terlindungi. 
 

Unit Sertifikasi harus menanggapi semua persoalan 
yang disampaikan oleh Komite Kesejahteraan dan 
Pemberdayaan Perempuan. Segala tindakan yang 
diambil harus dicatat. Jika tidak ada tindakan, Unit 
Sertifikasi harus mencatat alasannya. 

Ya    

6.7.3 (K) 

Tidak boleh ada pekerjaan dengan bahan kimia 
berbahaya yang dilakukan oleh pekerja perempuan 
yang hamil atau menyusui. Unit Sertifikasi harus 
memberikan pekerjaan lainnya yang aman dengan 
upah yang setara kepada pekerja perempuan hamil 
yang telah teridentifikasi. Tes kehamilan hanya 
dapat diminta jika diwajibkan demikian secara 
hukum dan dengan persetujuan pekerja perempuan 
yang bersangkutan. 

Ya    

6.7.4 

Unit Sertifikasi harus melakukan penilaian 
kebutuhan medis dan kehamilan/persalinan 
perempuan hamil dan yang baru saja melahirkan 
dengan berkonsultasi dengan mereka, serta 
mengambil tindakan untuk menangani kebutuhan 
dimaksud yang telah teridentifikasi. 

Ya    
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6.8.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembangkan dan 
melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait 
pencegahan dan upaya remediasi/perbaikan 
terjadinya kerja paksa dan perdagangan manusia, 
dengan mengacu pada Indikator Kerja Paksa dari 
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Kebijakan 
dan prosedur ini harus tersedia secara publik dan 
disosialisasikan kepada tenaga kerja, pemasok, dan 
kontraktor dalam bahasa yang mereka pahami. 
 

Jika ada pekerja migran yang dipekerjakan, maka 
harus dibuat dan dilaksanakan prosedur khusus yang 
mengatur ketenagakerjaan. 
 

Dalam hal digunakannya pihak ketiga perekrut 
tenaga kerja, Unit Sertifikasi harus mengevaluasinya 
berdasarkan Indikator 6.8.1 (K). 

  Ya  

6.8.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa tidak 
terdapat praktik kerja ijon, penahanan upah, atau 
pemungutan biaya apa pun, secara langsung 
ataupun tidak, termasuk melalui pemotongan upah 
dan/atau tunjangan/manfaat. 
 

Larangan ini mencakup, akan tetapi tidak terbatas 
pada: 
A) pemotongan upah karena tidak mampu 
memenuhi target kerja yang tidak akan dapat 
dicapai; 
B) pembiaran akumulasi tunggakan upah akibat 
keterlambatan pembayaran (melewati tanggal 
pembayaran yang disepakati dalam kontrak kerja) 
atau tidak dibayarkannya upah; 
C) pengelabuan dalam penghitungan dan 
pembayaran upah, termasuk Pemotongan upah 
secara tidak adil; 
D) tindakan meminta pekerja untuk membayar uang 
deposit kepada Unit Sertifikasi; 
E) uang muka upah dan pinjaman (beserta suku 
bunga terkait) yang melampaui batas yang 
dibolehkan hukum yang berlaku; dan 
F) Biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya. 

Ya    

6.8.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembalikan uang kepada 
pekerja aktif (sejak tanggal adopsi Prinsip dan 
Kriteria RSPO 2024) yang telah membayar biaya 
perekrutan atau biaya terkait lainnya. 

Ya    

6.8.4 (K) 

Dokumen identitas resmi pemerintah dan dokumen 
pribadi lainnya milik pekerja tidak boleh disimpan 
oleh Unit Sertifikasi. Dokumen ini dapat diserahkan 
kepada Unit Sertifikasi, atau pihak yang bertindak 
atas nama Unit Sertifikasi, untuk keperluan proses 
hukum atau imigrasi yang bersifat wajib dan dengan 
persetujuan pekerja, dan harus dikembalikan tanpa 
penundaan yang tidak semestinya. 
 

Penyimpanan yang aman untuk dokumen ini harus 
disediakan bagi pekerja, yang diakomodasi oleh Unit 
Sertifikasi, dan harus bebas diakses oleh pekerja. 

Ya    

6.8.5 (K) 

Pekerja harus diperbolehkan memasuki atau 
meninggalkan bangunan tempat kerja dan tempat 
tinggal Unit Sertifikasi sesuai dengan tindakan yang 
wajar terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, 
dan ketentuan ketenagakerjaan. 

Ya    

6.8.6 (K) 

Pekerja yang tinggal di lokasi harus memiliki akses 
transportasi dan/atau sarana komunikasi (misalnya 
telepon, kartu SIM, dan pulsa telepon). Pembatasan 
transportasi dan/atau komunikasi tidak boleh 
digunakan sebagai tindakan pendisiplinan. 

Ya    
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6.8.7 (C) 

Harus ada persetujuan dari pekerja secara terlebih 
dahulu dan berdasarkan informasi untuk kerja 
lembur. Jumlah jam kerja harus memperhitungkan 
waktu jeda dan rehat selama hari kerja, sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah 
dan/atau nasional, termasuk setidaknya 24 jam 
berturut-turut untuk beristirahat setiap 7 hari. Jika 
pekerjaan ditawarkan pada hari istirahat, harus ada 
persetujuan terlebih dahulu dari pekerja, dan 
pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 14 hari 
berturut-turut. 

Ya    

6.8.8 (K) 

Pekerja harus memiliki hak untuk memulai dan 
mengakhiri hubungan kerjanya. Pemutusan kontrak 
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 
pekerjaannya. Dilarang memberikan sanksi dalam 
hal terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

Ya    

6.9.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Kebijakan ini harus disediakan untuk publik dan 
disosialisasikan kepada tenaga kerja dalam bahasa 
yang dapat mereka pahami. 
 

Kebijakan ini harus mencakup ketentuan yang akan: 
A) memastikan tempat kerja yang aman dan sehat; 
B) mencegah gangguan kesehatan, penyakit, dan 
cedera akibat kerja; 
C) menciptakan mekanisme bagi pekerja untuk 
melaporkan dan memberitahukan adanya 
kesadartahuan mengenai persoalan-persoalan K3, 
termasuk kecelakaan, gangguan kesehatan, 
penyakit, dan keadaan darurat akibat kerja; 
D) mematuhi hukum nasional yang berlaku dan 
Perjanjian Kerja Bersama (jika ada); 
E) menyediakan akses mendapatkan air yang aman 
diminum di tempat kerja; dan 
F) merumuskan peran dan tanggung jawab Unit 
Sertifikasi, Komite K3, dan pekerja sehubungan 
dengan K3. 

  Ya  
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6.9.2 (K) 

Unit Sertifikasi harus membentuk Komite Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (Komite K3) di PKS dan 
perkebunannya, yang anggotanya berasal dari pihak 
manajemen, perwakilan pekerja, organisasi pekerja, 
dan serikat pekerja terdaftar (jika ada). Pertemuan 
Komite K3 harus dilaksanakan dalam bahasa yang 
dipahami semua anggotanya. Unit Sertifikasi harus 
menanggapi setiap persoalan yang disampaikan oleh 
Komite K3. Komite ini harus mengadakan pertemuan 
setiap tiga bulan sekali. 
 

Unit Sertifikasi harus bertanggung jawab terhadap 
hal-hal yang dikelola melalui Komite K3 sebagai 
berikut: 
A) persoalan kesehatan dan keselamatan di tempat 
kerja, termasuk inspeksi keselamatan lokasi kerja 
secara rutin, pelatihan, dan perbaikan terus-
menerus; 
B) peninjauan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, 
dan Pengendalian Risiko (Hazard Identification, Risk 
Assessment and Risk Control/HIRARC), yang 
dilakukan melalui konsultasi dengan Komite 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 
C) identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk 
menghilangkan bahaya di tempat kerja; 
D) identifikasi, penyimpanan secara aman, 
pencampuran, dan penggunaan bahan kimia, 
termasuk pestisida, di tempat kerja, serta 
pembuatan prosedur tercatat untuk penyimpanan 
secara aman, penanganan, pencampuran, 
penggunaan, dan pembuangan bahan kimia secara 
aman; 
E) perbaikan terus menerus sistem pengelolaan 
untuk meningkatkan kinerja Komite K3 Unit 
Sertifikasi; 
F) persoalan yang disampaikan pekerja terkait 
kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan; dan 
G) kerja sama dengan Komite Kesejahteraan dan 
Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi risiko 
kesehatan dan keselamatan kerja khusus bagi 
pekerja perempuan. 

Ya    

6.9.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus melakukan Identifikasi Bahaya, 
Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko (Hazard 
Identification, Risk Assessment and Risk 
Control/HIRARC) di PKS dan perkebunannya masing-
masing untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan 
seputar K3 termasuk dampak spesifik terkait gender 
(misalnya dampak pestisida pada kesehatan 
reproduksi, perempuan hamil, dan pekerja muda), 
Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk setiap 
jenis pekerjaan, dan penyandang disabilitas. HIRARC 
harus dilaksanakan oleh personel yang kompeten* 
dan telah mendapatkan pelatihan penilaian HIRARC. 
Penilaian ini harus ditinjau dan disetujui oleh 
petugas K3 yang berwenang. 
 

* Interpretasi Nasional harus mengidentifikasi 
persyaratan untuk personel yang kompeten. 

Ya    

6.9.4 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembangkan dan 
melaksanakan praktik mitigasi risiko dan tindakan 
perbaikan (“Rencana K3”) melalui konsultasi dengan 
Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) baik 
untuk PKS dan perkebunannya berdasarkan HIRARC 
yang dipaparkan oleh Unit Sertifikasi. Rencana K3 ini 
harus dipantau dan ditinjau setiap tahun. 

Ya    
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6.9.5 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyediakan APD yang sesuai, 
layak, dan dalam kondisi baik (sebagaimana 
ditentukan oleh penilaian HIRARC) untuk semua 
pekerja, tanpa dipungut biaya. 
Pekerja harus mendapatkan pelatihan mengenai 
pentingnya penggunaan dan pemeliharaan APD 
secara tepat. 
 

Catatan pemberian APD harus dicatat dan disimpan. 
Jika perlu diganti, APD harus disediakan tanpa 
dipungut biaya. 
 

Fasilitas sanitasi harus disediakan bagi pekerja yang 
mengaplikasikan bahan kimia ketika melepaskan 
APD yang dikenakan, mencuci, dan mengenakan 
kembali pakaian pribadinya. Harus ada area khusus 
untuk mencuci APD. 

Ya    

6.9.6 (K) 

Unit Sertifikasi harus memberikan pelatihan tentang 
prosedur K3 terbaru, sesuai jenis pekerjaannya, 
kepada pekerja yang relevan (misalnya pengawas 
operasional), dengan mempertimbangkan 
kebutuhan khusus gender, dalam bentuk dan bahasa 
yang mereka pahami. Unit Sertifikasi harus 
melakukan penilaian terhadap pelatihan yang 
dilakukan serta mengelola catatan penilaian dan 
pelatihan. 

Ya    

6.9.7 

Unit Sertifikasi harus menempatkan para personel 
yang telah mendapatkan pelatihan di bidang 
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di 
semua operasi yang ada. Pekerja harus selalu dapat 
mengakses alat P3K. 

Ya    

6.9.8 

Unit Sertifikasi harus membuat Prosedur Tanggap 
Darurat (Emergency Response Procedure/ERP) 
sesuai dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh 
pihaknya. ERP harus disediakan dan disosialisasikan 
kepada tenaga kerja dalam bahasa yang mudah 
mereka pahami. 
ERP harus mencakup: 
a) Pembentukan Tim Tanggap Darurat (Emergency 
Response Team/ERT) yang telah mendapatkan 
pelatihan P3K guna menjalankan aksi tanggap 
darurat di semua operasi yang ada; 
b) Detail kontak personel yang bertanggung jawab 
dalam kondisi darurat; 
c) Detail kontak dan alamat fasilitas medis terdekat 
(misalnya ruang penyediaan obat-obatan dan tenaga 
medis); dan 
d) Latihan keselamatan (misalnya evakuasi 
kebakaran) 
ERP harus ditinjau setiap tahun. Hasil peninjauan 
harus dicatat. 

 Ya   

6.9.9 (K) 

Unit Sertifikasi harus melakukan pengawasan medis 
tahunan terhadap pekerja yang menangani bahan 
kimia, tanpa dipungut biaya. Tindakan untuk 
menangani perawatan kesehatan harus dicatat. 

Ya    

6.9.10 

Unit Sertifikasi harus mencatat cedera dan 
gangguan kesehatan akibat kerja dengan 
menggunakan ukuran Insiden yang Menghilangkan 
Waktu Kerja (Lost Time Incidents/LTI). Proses untuk 
menyelidiki kecelakaan kerja harus dikembangkan 
dan dilaksanakan. Laporan penyelidikan harus 
dicatat. 

Ya    

6.9.11 

Unit Sertifikasi harus menyediakan perawatan medis 
bagi semua pekerja dan melindungi mereka dengan 
asuransi kecelakaan. Biaya yang ditimbulkan dari 
kecelakaan kerja yang menyebabkan gangguan 
kesehatan, penyakit, atau cedera ditanggung sesuai 
hukum nasional yang berlaku, atau oleh Unit 
Sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan 
perlindungan. 

Ya    
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6.9.12 
(K) 

Unit Sertifikasi harus memastikan bahwa hanya 
pekerja yang telah mendapatkan pelatihan saja yang 
diperbolehkan menangani, menggunakan, atau 
mengaplikasikan bahan kimia sesuai petunjuk dan 
tindakan pencegahan dari produsen atau pemasok. 
Personel yang menangani, menggunakan, atau 
mengaplikasikan bahan kimia wajib menunjukkan 
pemahaman dan pengetahuan terkini terkait dengan 
tugas yang diberikan kepada mereka. 

Ya    
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7.1.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
suatu rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 
untuk memitigasi dampak negatif pada lingkungan 
dan kesehatan manusia akibat cara pengendalian 
hama yang tidak berkelanjutan terhadap. 

Ya    

7.1.2 (K) 

Pestisida/herbisida yang dibatasi penggunaannya dan 
berbahaya bagi kesehatan pekerja, keluarga, 
masyarakat, atau lingkungan tidak boleh digunakan, 
kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana 
diperlukan berdasarkan proses uji tuntas atau jika 
diizinkan oleh pihak Pemerintah yang berwenang 
untuk wabah hama. 
 

Larangan ini harus mencakup pestisida yang: 
A) dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B dalam 
daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); 
B) memenuhi kriteria untuk karsinogenisitas Kategori 
1A dan 1B, mutagenisitas Kategori 1A dan 1B, atau 
toksisitas terhadap kesehatan reproduksi Kategori 1A 
dan 1B menurut Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi 
dan Label pada Bahan Kimia (GHS); 
C) tercantum dalam Konvensi Stockholm atau 
Konvensi Rotterdam; 
D) dibatasi atau dilarang berdasarkan peraturan 
nasional; dan/atau 
E) parakuat 

Ya    

7.1.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus mencatat semua penggunaan 
pestisida/herbisida. Catatan tersebut harus 
mencakup nama dagang, bahan aktif, LD50, kuantitas 
bahan aktif yang digunakan, waktu penggunaan, 
lokasi/area pengaplikasian, dan alasan penggunaan 
pestisida tersebut. 

Ya    

7.1.4 (K) 

Tidak boleh menggunakan pestisida/herbisida 
dengan tujuan profilaksis, kecuali dalam kondisi luar 
biasa sebagaimana diatur dalam panduan praktik 
terbaik nasional. 

    

7.1.5 (K) 

Unit sertifikasi tidak boleh melakukan penyemprotan 
pestisida/herbisida dari udara, kecuali dalam kondisi 
luar biasa ketika tidak ada tindakan alternatif lain 
yang dapat dilakukan. Jika penyemprotan dari udara 
tidak dapat dihindari penggunaannya, maka terlebih 
dahulu harus didapatkan persetujuan dari otoritas 
Pemerintah , dan masyarakat setempat yang 
berpotensi terkena dampak penyemprotan harus 
diberikan informasi terperinci terkait penyemprotan 
udara yang akan dilakukan, setidaknya 48 jam 
sebelum penyemprotan dari udara dilakukan. 
Diperbolehkan untuk melakukan penyemprotan 
terarah menggunakan kendaraan udara nirawak 
(drone). 

Ya    

7.1.6 (K) 

Dilarang untuk melakukan introduksi spesies dalam 
Basis Data Spesies Invasif Global dan/atau 
Perpustakaan Digital CABI dan/atau peraturan 
nasional yang berlaku. 

    

7.1.7 (K) 

Dalam hal terlanjur digunakannya spesies invasif atau 
yang dilarang sebelum November 2024, maka Unit 
Sertifikasi harus mengelola penggunaannya sesuai 
dengan protokol ilmiah yang diterima secara 
internasional atau peraturan nasional yang berlaku. 

Ya    

7.1.8 

Dilarang melakukan pembakaran untuk pengendalian 
hama atau penyakit, kecuali dalam kondisi luar biasa. 
 

Jika terpaksa melakukan pembakaran untuk 
mengendalikan hama dan penyakit, maka Unit 
Sertifikasi harus memberikan bukti adanya 
persetujuan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh 
otoritas Pemerintah serta melaksanakan suatu 
rencana untuk mencegah, memitigasi, dan/atau 
memperbaiki kerusakan lingkungan. 

Ya    
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7.2.1 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
suatu rencana pengelolaan limbah untuk mengurangi, 
meminimalkan, mendaur ulang, dan menggunakan 
kembali limbah yang ditimbulkan dari kegiatan 
operasional dan nonoperasionalnya. Rencana ini 
harus mencakup pembuangan limbah atau produk 
sampingannya, jika ada, secara bertanggung jawab. 

Ya    

7.2.2 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
suatu rencana daur ulang unsur hara. Rencana ini 
harus mencakup daur ulang biomassa (misalnya 
Tandan Buah Kosong, Limbah Cair PKS (Palm Oil Mill 
Effluent/POME, dan residu sawit) dan penggunaan 
pupuk anorganik secara optimal. 

Ya    

7.2.3 (K) 
Unit Sertifikasi harus menunjukkan bahwa pekerja 
mendapatkan pelatihan sesuai pekerjaannya untuk 
melaksanakan rencana pengelolaan limbah. 

Ya    

7.2.4 

Dilarang menggunakan api sebagai tindakan 
pembuangan limbah, kecuali dalam keadaan luar 
biasa. Dilarang membuang limbah secara langsung ke 
aliran air atau ekosistem lainnya. 

    

7.3.1 (K) 

Wilayah dengan lahan curam, tanah marginal, dan 
tanah rentan harus diidentifikasi dan dipetakan. 
Survei tanah dan informasi topografis/pemetaan 
harus dijadikan panduan dalam merencanakan sistem 
drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya 
dalam Unit Sertifikasi. 
 

Untuk menunjukkan kesesuaian lahan secara jangka 
panjang untuk budi daya sawit, maka peta tanah atau 
survei tanah yang mengidentifikasi tanah marginal 
dan tanah rentan, termasuk lahan curam, harus 
dipertimbangkan dalam rencana dan operasi yang 
dilakukan. 

Ya   Ya 

7.3.2 (K) 
Unit Sertifikasi tidak diperkenankan melakukan 
penanaman baru dan/atau penanaman kembali sawit 
secara ekstensif di lahan curam. 

    

7.3.3 (K) 

Unit Sertifikasi tidak diperkenankan melakukan 
penanaman baru dan/atau pengembangan baru pada 
tanah marginal dan/atau tanah rentan. 
 

Catatan Prosedural 
Prosedur RSPO untuk Penanaman Baru harus 
diperbarui agar memasukkan persyaratan ini. 

    

7.3.4 (K) 

Jika terdapat penanaman kembali di tanah marginal 
dan/atau tanah rentan, maka Unit Sertifikasi 
seharusnya mengelola kawasan tersebut sesuai 
dengan ‘Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) RSPO 
untuk Tanah’. 
 

Catatan Prosedural 
RSPO harus mengembangkan dokumen panduan 
‘Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) RSPO untuk 
Tanah’. Pendekatan pengelolaan tanah lain untuk 
menjaga integritas lingkungan tanah marginal 
dan/atau tanah rentan dapat diterapkan. 

Ya    

7.4.1 (K) 

Tidak diperkenankan untuk melakukan penanaman 
baru dan/atau pengembangan baru di lahan gambut, 
berapa pun kedalamannya, setelah tanggal 15 
November 2018. 

    

7.4.2 

Unit Sertifikasi harus memetakan dan 
menginventarisasi semua kawasan lahan gambut 
(yang sudah maupun belum ditanami) sesuai dengan 
prosedur Inventarisasi Gambut RSPO. Unit Sertifikasi 
harus menyediakan peta dan informasi inventaris 
lainnya untuk Sekretariat RSPO. 

 Ya   

7.4.3 (K) 

Unit Sertifikasi dilarang melakukan kegiatan apa pun 
yang dapat mengganggu integritas ekosistem atau 
hidrologis lahan gambut, termasuk pembangunan 
baru saluran drainase, jalan, bendungan, pematang, 
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tanggul penahan banjir, dan/atau jaringan listrik di 
lahan gambut yang belum ditanami dan yang telah 
dicadangkan. 

7.4.4 (K) 

Unit Sertifikasi harus melindungi dan mengelola 
semua lahan gambut yang belum ditanami dan telah 
dicadangkan sesuai versi terbaru ‘Panduan RSPO 
tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk 
Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut’ dan 
panduan audit terkait. 

Ya    

7.4.5 (K) 

Semua penanaman yang sudah ada saat ini di lahan 
gambut harus dikelola sesuai versi terbaru ‘Panduan 
RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) 
untuk Budi Daya Sawit yang Sudah Ada di Lahan 
Gambut’ dan panduan audit terkait. 

Ya    

7.4.6 (K) 

Untuk menentukan kesesuaian penanaman kembali 
pada gambut, Unit Sertifikasi harus melakukan 
penilaian drainabilitas terhadap pohon sawit yang 
sudah ditanami pada lahan gambut sesuai versi 
terbaru ‘Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO’. 

Ya    

7.4.7 (K) 

Jika laporan Penilaian Drainabilitas RSPO 
mengindikasikan adanya penghentian bertahap budi 
daya sawit setidaknya selama 40 tahun atau dua 
siklus, tergantung mana yang lebih lama, sebelum 
tercapainya batas drainabilitas gravitasi alami untuk 
gambut, maka Unit Sertifikasi harus menyusun dan 
melaksanakan rencana untuk mengganti tanaman 
dengan jenis yang cocok dengan muka air yang lebih 
tinggi (misalnya paludikultur) atau merehabilitasi 
lahan menggunakan vegetasi alami. 

Ya    

7.5.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
suatu rencana pengelolaan air untuk mendorong 
penggunaan air yang lebih efisien guna memelihara 
kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air 
tanah secara terus-menerus, melalui konsultasi 
dengan masyarakat terdampak. 
 

Rencana ini harus memastikan agar: 
A) Unit Sertifikasi tidak membatasi akses 
mendapatkan air bersih atau tidak turut 
menyebabkan pencemaran pada air yang digunakan 
masyarakat; dan 
B) pekerja harus memiliki akses yang memadai untuk 
memperoleh air bersih. 
 

*Interpretasi Nasional harus mendefinisikan lebih 
lanjut proses tersebut dan menyusun rencana 
pengelolaan air berdasarkan konteks nasional. 

Ya    

7.5.2 

Unit Sertifikasi harus mencatat penggunaan air 
(penggunaan air oleh PKS per metrik ton produk) dan 
pengambilan air (total volume air yang diambil dari 
sumber air permukaan dan air tanah) di PKS Unit 
Sertifikasi. 

Ya    

7.5.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus melindungi aliran air dan lahan 
basah dengan menjaga dan merestorasi area lindung 
sempadan sungai dan zona penyangga lainnya. Hal ini 
sebaiknya mengacu pada versi terbaru ‘Manual RSPO 
tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk 
Pengelolaan dan Rehabilitasi Area Lindung Sempadan 
Sungai’. 

Ya    

7.5.4 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengelola dan memproses 
Limbah Cair PKS (Palm Oil Mill Effluent/POME) sesuai 
dengan peraturan nasional yang berlaku. Kualitas dan 
kuantitas pembuangan POME, terutama Kebutuhan 
Oksigen Biokimianya (KOB), harus dipantau secara b 

Ya    
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7.6.1 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengidentifikasi dan melakukan 
penilaian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui alat 
hitung PalmGHG untuk menyusun dan melaksanakan 
suatu rencana pengurangan emisi. Rencana 
mengurangi atau meminimalkan emisi GRK tersebut 
harus dilaksanakan dan dipantau. 

Ya   Ya 

7.6.2 (K) 
Unit Sertifikasi harus memublikasikan laporan emisi 
GRK-nya per produk, sebagaimana telah diestimasi 
dengan alat hitung PalmGHG RSPO versi terbaru. 

  Ya Ya 

7.6.3 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengestimasi stok karbon di 
kawasan pengembangan baru yang diusulkan dan 
sumber potensi emisi utama yang berkemungkinan 
ditimbulkan langsung dari pengembangan tersebut 
sejak tahun 2014. Unit Sertifikasi harus menyusun dan 
melaksanakan suatu rencana untuk melindungi stok 
karbon tersebut dengan mengikuti 'Prosedur 
Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru’. 

Ya   Ya 

7.6.4 (K) 

Unit Sertifikasi harus mengembangkan dan 
melaksanakan suatu rencana untuk mengurangi atau 
meminimalkan pencemar udara signifikan (selain gas 
rumah kaca). 
 

*Interpretasi Nasional harus menentukan semua 
standar atau ambang batas pencemaran udara 
nasional yang relevan. 

Ya    

7.6.5 (K) 
Unit Sertifikasi harus melarang penggunaan api dalam 
persiapan lahan untuk penanaman baru, 
pengembangan, dan/atau penanaman kembali. 

    

7.6.6 

Unit Sertifikasi harus menyusun dan melaksanakan 
proses/prosedur pencegahan kebakaran untuk 
mengurangi risiko kebakaran di semua area yang 
dikelolanya. Proses/prosedur dimaksud harus disusun 
dengan melibatkan para pemangku kepentingan 
terkait. 

Ya    

7.6.7 

Harus disusun dan dilaksanakannya rencana untuk 
meningkatkan efisiensi dari, atau meminimalkan, 
penggunaan bahan bakar fosil. Rencana ini harus 
mempertimbangkan peran dan penggunaan energi 
terbarukan untuk mengganti atau mengurangi 
penggunaan bahan bakar fosil. 

Ya   Ya 

7.7.1 (K) 

Unit Sertifikasi tidak diperkenankan merusak hutan 
primer dan kawasan NKT (sejak bulan November 
2005) dan Hutan SKT (sejak tanggal 15 November 
2018). Kawasan NKT, hutan SKT, dan kawasan 
konservasi lainnya harus diidentifikasi untuk 
dilindungi sesuai dengan skenario berikut: 
1) Unit Sertifikasi (atau bagian darinya) yang 
perkebunannya masih berjalan saat ini dan tidak 
melakukan pembukaan lahan baru (setelah bulan 
November 2018) harus memberikan bukti penilaian 
NKT yang tetap berlaku. 
2) Unit Sertifikasi (atau bagian darinya) yang 
melakukan tindakan transisi sesuai P&C 2018 (lih. 
‘Interpretasi Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 P&C 
RSPO 2018’) harus memberikan bukti telah 
dilaksanakannya penilaian NKT dan/atau penilaian 
Pendekatan SKT tersendiri dan/atau penilaian NKT-
SKT Terpadu (jika ada) yang tetap berlaku sebelum 
pembukaan lahan baru. 
3) Unit Sertifikasi (atau bagian darinya) yang tidak 
termasuk dalam Skenario 2 dan melakukan 
pembukaan lahan baru setelah tanggal 15 November 
2018 harus memberikan bukti bahwa: 
a) pembukaan lahan didahului penilaian NKT-SKT 
terpadu berdasarkan Skema Lisensi Penilai (Assessor 
Licensing Scheme/ALS) dengan menggunakan 
Panduan Penilaian NKT-SKT Terpadu yang tetap 
berlaku pada saat penilaian (versi bulan November 
2017 atau Juni 2023); dan 

Ya    
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Indikator 
Bukti 

membutuhkan 
dokumentasi 

Bukti yang akan 
tersedia 

berdasarkan 
permintaan 

Bukti yang akan 
dipublikasikan 

Persyaratan 
ACOP untuk 
diungkapkan 

kepada publik 
b) kepatuhan terhadap persyaratan Prosedur 
Penanaman Baru (New Planting Procedure/NPP) 
2015, serta revisi NPP berikutnya. 
 

Catatan Prosedural 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai skenario, lih. 
Lampiran 3 (yang akan dikembangkan dan disetujui 
oleh Komite Tetap Standar (SSC) RSPO). Lampiran 3 
akan didasarkan pada Interpretasi Indikator 7.12.2 
dan Lampiran 5 P&C RSPO 2018 yang akan diperbarui 
agar tetap berlaku. 

7.7.2 (K) 

Jika terjadi pembukaan lahan sejak bulan November 
2005 yang tidak disertai penilaian NKT terlebih 
dahulu, atau tanpa Penilaian NKT-SKT Terpadu 
terlebih dahulu sejak tanggal 15 November 2018, Unit 
Sertifikasi harus memberikan bukti riwayat Analisis 
Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) yang 
dilakukan untuk menentukan tanggung jawab 
(liability). Kasus-kasus pembukaan lahan yang tidak 
sesuai persyaratan (NCLC) tersebut harus mengikuti 
Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO (RaCP). 

Ya    

7.7.3 (K) 

Jika kawasan NKT dan/atau hutan SKT telah 
diidentifikasi, Unit Sertifikasi harus mengembangkan 
dan melaksanakan suatu rencana pengelolaan dan 
pemantauan untuk melindungi dan/atau 
meningkatkan kawasan NKT dan/atau hutan SKT 
tersebut. Rencana ini harus memperjelas peran 
masyarakat terdampak dalam pelaksanaannya; harus 
disusun melalui konsultasi dengan pemangku 
kepentingan terkait; dan harus mencakup kawasan 
yang dikelola langsung beserta pertimbangan yang 
relevan pada tingkat lanskap yang lebih luas (jika 
teridentifikasi). 
 

Rencana pengelolaan dan pemantauan ini harus 
mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada hal berikut 
(jika ada): 
A) semua spesies RTE (NKT 1); 
B) pengelolaan konflik manusia dan satwa liar 
(ancaman terhadap NKT); 
C) kawasan konservasi lainnya; dan 
D) program untuk menyosialisasikan status spesies 
RTE kepada tenaga kerja. 

Ya    

7.7.4 (K) 

Jika diperlukan, Unit Sertifikasi harus menyesuaikan 
rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut untuk 
melindungi dan/atau meningkatkan kawasan NKT 
dan/atau hutan SKT yang ada (Lih. Indikator 7.7.3). 
Rencana ini harus ditinjau sekurangnya satu kali 
dalam lima tahun. Hasil kegiatan pemantauan harus 
digunakan untuk memperbarui rencana pengelolaan 
dan pemantauan tersebut. 
 

Catatan Prosedural 
RSPO harus mengembangkan suatu panduan untuk 
perubahan kondisi dan status NKT untuk mendukung 
pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan. 

Ya    

7.7.5 

Jika ada hak masyarakat setempat yang diidentifikasi 
berada di kawasan NKT dan hutan SKT setelah 
tanggal 15 November 2018 dan kawasan konservasi 
lainnya, maka hak tersebut tidak boleh dikurangi 
tanpa adanya bukti perjanjian yang dibuat melalui 
proses negosiasi dan disepakati melalui proses 
memperoleh Keputusan Bebas, Didahulukan, dan 
Diinformasikan (KBDD). 

Ya    

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
RSPO merupakan organisasi nirlaba internasional yang 
didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan mendorong 
pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit 
berkelanjutan melalui penerapan standar global yang 
kredibel serta keterlibatan para pemangku kepentingan. 
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